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BAB 1 
PENDAHULUAN 

1.1. LATARBELAKANGMASALAH 

Pada tahun 1994 Indonesia berdasarkan Undang~Undang No. 7 TJhun 

1994 meratifikasi keikutsertaan Indonesia dalarn keanggotaan World Tn~de 

Organization (WTO) Keanggotaan terscbut memi!iki konsckucnsi hukum 

mengika~ indonesia untuk menerapkannya di dalam negeri dalam rangka 

h.ubungan perdagangan internasionaJ antara negara-negara anggora WTO, 

dlmana salah satu rujuan dari WTO adalah untuk meminimalkan hambatan 

masuk (i!!iiiJ-' barrier) arus perdagangan dan jasa ke dalam satu Negara, 

yM:g mendasarkan pada pr(nsip-prinsip dasar dalam GATS 1 yaitu· 

l.Most Favoured Nation!MFN. 

Yaitu prinsip untuk tidak memberikan perlakuan yang berbeda amara 

negara~negara anggota yang satu dengan yang lain apabila negara-negara 

tersebut mefakukan transaksi perdagangan dan jasa di satu negara 

anoaoHI WT02 

~· 

! .2.T raosparans1 

Yaitu kcwajiban akan memberikan informasi dan publikasi yang terbuka 

segera, kecuali dalam kcadaan darurat, mengenal peraturan perundang

undangan yang berpengaruh kepada perdagangan jasa internasional yang 

mereka lakukan pada negara bersangkutan J 

1 _3_National Treatment_ 

1 Ztllkrnnaio Sitomp,ll. Problcmatika Pcrt?.anknn. (Bandullg:Books TernJC.:C & Library. 2005). ha1 
G2_ 

: Agreement Es!nbli~ting The World ·rmde Organi:r.-11ion. Allllex JB General Agrccmenl on 
Trade in Scn·ice lu:tp:/1\IW\ut·to.org 17 Desernber 2007. Article JL L WitJ1 respect \0 any measure 
co\·ercd by llus Agreement. each Member shall accord imrnedinlely and unconditionally to 
scf\·ices and sen icc suppliers of any olhcr Member treatment no kss li:!Yourable than lh.'1! i1 
accords to hkc services and service suppliers of any other wuntry. · 

3 Ibid .. Art1clc tit. l. Each Member shall p\!blish promptly and c.x£cp! in emergency situations.. 
<!i tl1c latest by !he lime of their crury into force, all rele\';mt measures of general applicalion which 
pcrta:in lo or affect the operation of this Agreement. !ntcma!ional agreements pcrtaimng to or 
affectmg trade in services to wll1ch a Member is ll signatory shall also be published 

Universitas Indonesia 
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Yaitu prinsip memperlakukan atau memberikan perlakuan yang sama 

kepada pelaku usaba asing dari negara lain dengan per[akuan yang 

diberikan kepada pelaku usaha dalam negeri 4
. 

l.4,Liberalisasis_ 

Yaitu prinsip dimana semua anggora WTO saling melakukan negosit~si 

dengan tujuan untuk semakin menghilangkan harnbetan-harnbatan 

perdagangan jasa secara bertahap. 

Berkaitan dengan hal-hal tersebut maka dalaru perdagangan jasa akan 

menimbulkan konsekuensi transaksi keuangan lintas batas negara, tanpa 

dibatasi asal nasionalitas atau asal negara, tennasuk dalam hal ini arus 

modal yang dibawa rnasuk oleh para penanam modal (investor) asing ke 

dalam satu negara. 

Dalam industri perbankan, untuk menata kembali kondisi perbankan 

Indonesia yang terpuruk pada saat krisis ekonomi yang dimulai semester 

kedua 1997, Pemerintah Indonesia secara berkelanjutan telah menerbitkan 

peraturan perundangan dibidang perbankan yaitu Undang-Undang ~o. 10 

Ta,hun l99E tentang Peruhahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan (UU Perbankan) yang kemudian disusul dengan Undang

Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian telah 

diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 (illJ Bl)_ 

Selain UU Perbankan dan tJU Bl tersebut, Bank Indonesia sebagai 

owritas pengawas perbankan, dari pengalaman per!stiwa kris:is ekonomi 

1997 yang memperiihatkan bahwa mdustri perbankan nasional belum 

merniliki kelernbagaan perbankan vanu 
- 0 

kokoh didukung dengan 

infrastmktur perbankan yang baik, sejak tanggal 9 Januari 2004 

mengcluarkan suatu kerangka dasar sistem perbankan lndoncsta yang 

~ Ibid., Ankle XVIL L In the sectors inscribed in iLs Schcr.h!IC. and subject to any condilions 
and qualifications set out therein. each Member shall accord to scniccs Plld scrYicc sllpphcrs of 
an) other Mcrnber. in respect of aU measures aiTecting the supply of services. treatment no less 
favour.tblc !11.:111 that ir ao;ords to its own like services and service suppllcrs 

5 Zulkamain Sitomput Op.Cit hal63. 
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bersifat menyeluruh untuk memberikan arab, bentuk dan tatanan industri 

pt:rbankan untul... rentang 5 (lima) ~ampai 10 (sepuluh) tahun mendatang 

yaitu Arsitektur Perbankan Indonesi• (API) 6 Arah kebijakan 

pengembangan industri perbankan dl masa datang dirumuskan dalam API 

dengan visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien 

guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu 

mendorong penumbuhan ekonomi nasional. Untuk rnenunjang visi tersebut, 

pelaksanaann didasarkan kepada enam Pilar APl yang saiing terkait satu 

sama lain guna menunjang pencapai visi APl yaitu: (I) Struktur Perbankan 

yang Sehat; (H) SiStem Pengaturan yang Efel...'iif~ (III) Sistem Pengawasan 

yang Independen dan Efektif; (IV) lndustri Perbankan yang kuat; (V) 

Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi. dan; (VI) Perlinrlungan Nasabah. 

Salah satu Pilar API yaitu Pilar Pet1ama adaiah struktur perbankan 

yang sehat, yang untuk peiaksanaannya dilakukan Bank Indonesia melalui 

program kegiatan penguatan struh:tur perbankan nasionat yang bertujuan 

mernperkuat permodaJan pada perbankan. Permodalan yang kuat dalam 

perbankan diperlukan da[am rangka peningkatan kemampuan bank 

mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, 

maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan 

kapasitas pertumbuhan kredit perbankan, dimana implementasi program 

penguatan pennodalan perbankan tersebut dilaksanakan secara bertahap. 

Penguatan permodalan perbankan dapat dilakukan baik dengan pcnambahan 

modal baru haik dari pemegang saham lama maupun penanam modal baru 

maupun merger dengan bank (beberapa bank) lain_ 

Berkaitan dengan program untuk memperkuat permodalan perbankan 

dalarn pelaksanaan Pilar Pertama dari API yaitu penguatan permodalan bank 

dan juga untuk menyerap potensi keruglan {risiko) yang dihadapi dan 

mengembangkan infrastruktur dalam rangka ekspansi usaha bank, Bank 

Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nornor 

7/15/PBI/2005 tentang Pemenuhan Modallnti Minimum Bank Umum (PBI 

~; Arsitektur Pcrbankan IndoncsiH. W'\Y.'JV,bLgo.id. 24 Mei 2008 

Uoivgrsit-as Indonesia 
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7/15/2005). Dalam hal ini, pada tahun-tahun awal pemulihan krisis ekonorni 

tahun f999, Pemerintah Indonesia sebelum adanya APl yang diluncurkan 

oleh Bank Indonesia, telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 1999 (PP 29/1999) tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang 

bertujuan untuk juga menciptakan sistem perbankan yang sehat dan untuk 

memperkuat permodalan perbankan dengan n:emberikan kemungkinan tebih 

besar bagi masyarakat untu;... membeii saham bane. 

Dengan PP 29/1999 tersebut, Pemeritah Indonesia dalam rangka 

memperkuat permodalan membuka kesempatan penanam modal asing untuk 

dapat masuk dalam membangun perbankan nasional, hal !ni terlihat trdak 

saja dari bagian Penjelasan Umum PP 29ll999 yang menyebutkan antara 

lain bahwa sehubungan clengan diperJukannya sistem perbankan uang sehat, 

efisien, tangguh dan mampun bersaing. untuk itu perbankan perlu didorong 

memperkuat permodalannya, baik dengan mengupayakan sumber dana dari 

dalam negeri dan dari luar negeri, dalam ketentuan di dalamnya yaitu Pasal 

3 PP 29/199 yang mengatur tentang pemilikan saham perbankan yang 

mcmungkinkan penanam modal asing untuk dapat menguasai kepemilikan 

sauatu bank sampai dengan 990/o (sembilan puluh sembilan persen)&. 

Rcgulasi tersebut rnendorong liberalisasi kcpcmilikan perbankan 

swasta nasional yang tercermin pada komposisi pemilikan pad a bank-bank 

nasionat di industri perbankan kemudian terdapal beberapa bank yang 

dirniliki oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang 

merupakan penanam modal asing seperti penanam modal asing dari 

Singapura yang menguasai saham Bank Danamon, Bank NISP, Bank 

lnternasiona[ [ndonesia, penanam modal asing dari Malaysia9 yang 

menguasai saham Bank Niaga, Bank Lippo (sekarang Bank i'-;iaga dan Bank 

Lippo tefah melakukan merger menjadi Bank CIMB Niaga), Bank 

Bumiputera. 

Indonesia. PcraturJn Pem>;rill!ah Republik Indonesia remang Pcmbclian Saham Umum, PP 
No, 29 Tahun 1999 Lemb<~ran Ncgara Rcpublik lndone$ia Tnlnm 1999 Nomor 62, 

~ Jolumnes Ibmhim •. "Pcncrapan Single Presenc~ Policy Dan Dampaknya Bagi Pcrbankan 
Nasionar·. Jnrnal Hukum Bisnis Volume 27 ~ Nomor 2 (l'ahun 2008.}. hal12 

, Ibid. Hal. 5 
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Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia yang berkaca kepada 

pengalaman kris!s ekonomt 1997, dirnana kondlsi perbankan nasional 

terpuruk yang salah satu sebabnya adalah pengawasan yang lemah balk 

internal maupun eksternal dalam struktur perbankan Indonesia, mai,_a 

sebagai imp!ementasi dari Pilar Ketiga berupa Peningkatan Fungsi 

Pengawasan diwujudkan dengan program peningkatan fitngsi pengawasan 

yang bertujuan untuk meningkatkan indepcndensi dan efektff!tas 

pengawasan perbankan yang dilakukan olch Bank Indonesia yang antara lain 

dengar. penyempurnaan infrastruktur pendukung pengawasan bank antara 

lain dengan regulasl perbankan telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 8/16/PBI/2006 yang mengatur tentang kebijakan mengenai 

Kepemilikan Tunggal pada Perbankan indonesia atau juga dikenal dengan 

sebutan "Single Presence Polley" (PBI SPP) yaitu antara lain sebagal 

berikut: 

I _l. Keb1jakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia tersebut 

merupakan salah satu bentuk konsolidasi perbankan yang bertujuan 

untuk mewujudkan struktur perbankanlndonesia yang sehat dan kuaL 

Langkah-1angkah konsolidasi perbankan tersebut dilakukan anta.ra lain 

melalui penataan kembali scruktur kepemilikan pada perbankan 

Jndonesia, khususnya melalui penerapan kebljakan kepemilikan 

tunggal (single presence policy). 

L2. Kepemilikan tunggal adalah ketentuan yang mengatur bahwa suatu 

badan hukum, perorangan atau kelornpok usaha hanya dapat menjadi 

pemegang saham pengendall hanya pada 1 (satu) Bank (Pasal i)_ 

Pengertian mengenai pemegang saham pengendali dalam PBI SPP 

(Pasal 1 ayar 3) ini adalah badan huku01 dan atau perseorangan atau 

kelompok usaha yang 

1.2. L memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) 

atau lebih dar! jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan 

mempunyai hak suara; 
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1.2.2. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) 

dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak 

suara namun dapat dibuktikan telah rnelakukan pengendalian 

Bank baik secara langsung maupun tidak langsung. 

1.3. Kerentuan mengenai pemegang saham p~ngendali tersebut 

dikecualikan bagi (Pasal 2): 

1.3.1. Pemegang saham pengendali pada 2 (dua) bank yang kegiatan 

usahanya dilakukan dengan prinsip yang bcrbeda 

(konvensional dan syariah). 

1.) Pemegang saham pengendali pada 2 (dua) Bank yang salah 

satunya adalah Bank Campuran (Joint Venture Bank). 

U.l Bank Holding Company yang didirikan berdasarkan Pill SPP 

tersebut. 

1.4. Alternatif yang diberikan apabila ternyata setelah diberlak:ukannya PBl 

SPP. pemegang saham pengendali termasuk dalam katagori yang tidak 

diperbolehkan (Pasal3 ayat (!)): 

I AI. pengalihan sebagian atau selurub kepemilikan sahamnya pada 

salah satu alau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak 

lain sehingga yang bers.angkutan hanya menjadi pemegang 

saham pengendali pada I (satu) Bank saja. 

1.4.2. melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-bank yang 

dikendalikannya dengan bcrdasarkan ketentuan yang mengatur 

tentang merger, konsolidasi dan akuisisi Bank 

1.4 3 menunjuk salah satu Bank yang dikendahkan oleh pemegang 

saham pengendali sebagai Bank Holding Company. 

1.5. Untuk kondtsi pemegang saharn pengenda1i pada lebih dari satu Bank 

(sebagaimana pasal I) maka pemcgang saham pengendali yang 

dimaksud wajlb melakukan merger atau konsolidasi.(Pasal 3 ayat (2)) 
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1 "6" Proses pembentukan Bank Holding Company (BHC) dikecualikan dari 

ketentuan mengenai akuisis[ bank umum dan pembelian saham bank 

umum dan merupak<tn badan usaba dalam bentuk perseroan terbatas 

serta dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan se!ain menjadi 

pemegang sa ham Bank (Pasal4 dan Pasal 5)" 

L7, Penyesuaian struktur pemegang sailam pengendali wajib dilakukan 

dalam waktu paling lamhat pada r,khir bulan Desember 2010 (Pasai 7), 

Sektor perbankan yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam 

dunia perdagangan dan jasa yang merupakan bagian dari kegiatan 

perekonomian, diatur dalam suatu peraturan perundangan yang jika dilihat 

dari aspek hukum termasuk dalam ranah hukum ekonomi yang merupakah 

pengembangan kajian dan pengaturan substansi hukum dagang10 antara lain 

seperti hukum investasi, hukum perbankan dan hukum persaingan usaha dan 

antimonopoli. 

Berkaitan dengan ketentuan pem!likan tunggal yang daiam PBI SPP 

tersebut yang merupakan salah satu program pelaksanaan dari Pilar Pertama 

dari API, dari visi hukum ekonoml yang harus menunjukan bawah hokum 

bersifat akomodatif terbadap ant.ara lain tidak adanya diskdminatif terbadap 

pelaku ckonomi serta persaingan usaha yang sehat 11
, maka dilihat dari aspek 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 12 (UU Anti Monopoli). terdapat hal yang 

bertalian yaitu menunjuk salah satu konsideran dalam UU Anti Monopoli, 

bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghcndaki adanya kesempatan 

yang sama bagi setiap warga negera untuk berpartislpasi dalam proses 

produksi dan pemasaran barang dan a tau jasa, dalam iklim usaha yang sehal, 

efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekomoni dan 

bekerjanya ekonomi pasar secara wajar dan ketentuan pada pasai 27, 28 dan 

29 UU Anti Monopoli yaitu: 

w Sri Rejcki Hartono. Huk11m Ekonmm Ind_Q.ncsia, (Malang: Bayuanckn Publishing. 2007) haL 6 
1
' Ib1d. haL J l 

1 ~ IndOnesia. U.odang~Und;1ng LC'Irangflra P.r<~ktck Monopolj_ UU No. 5 Tahun 1999. Lembnr 
Negara R<!publik Indonesia No. 33 Tahun !999. 
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Pasal27 Pemllikan Saham. 

Pelaku Usaha dilarang memi!iki saham mayoritas rada heberapa perusahaan 

sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam hidang yang sama pada pasar 

bcrsangkutan yang sama, atau mendirikan Ueberapa perusahaan yang 

memiliki keglatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, 

apab1la kepemilikan tersebut mengakibatkan: 

1.1 Satu pelaku usaha atau satu kelotnpok pelaku usaba menguasai lebih 

dari 50%:~ (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 

tenentu; 

L2. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 

lebih dad 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasa:r satu jenis 

barang arau jasa tertentu. 

Pasal 28 Penggabungi;~,J'l. Peleburan dan Pengambilaliha.n. 

1. l Pelaku usaha dilarang meiakukan penggabungan a.tau peleburan badan 

usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan us aha tidak sehat. 

I .2. Pelaku usaha dilarang mel<'l,:ukan pengambilalihan saham perusahaan 

lain apabiia tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

1ttonapoli clan atau persaingan usaha tidak sehat. 

1.3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan 

usaha yang dilarang sebagaima.na dimaksud dalam ayatl, dan 

kelentuan mengenai pengambialihan sabam perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2), diatur dalarn Peraturan Pemerintah. 

Pasnl29 

l.2.Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yag berakibatkan nilai asset dan 

atau nilai penjualannya melebihi jumlah tenentu, wajib memberitahukan 

kepada Komisaris, selambat-lambatnya wajib dibayarkan 30 hari sejak 

tanggaJ pengg2.bungan, peleburan atau pengambilalihan tersFbut. 
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J .Z.Ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai penjualan serta 

tara cara permberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (J) diatur 

dalam Peraturan Pemerintah" 

Dari uraian mengenai beberapa peraturan perundangan berkaitan dengan 

kepemilikan (saham) pada bank tersebut diatas, maka penulis melihat bahwa 

terdapat objek yang sama yang diatur yaitu mengenai aturan dalam kepemilihn 

(saham) daJam rlalam suatu perusahaan (untuk UU Antimonopoli) khususnya 

perbankan (PB[ SPP) yang antara lain dalarn pengaturan alternatif dalam 

melaksanakan aruran pembatasan kepemiltkan tunggal pada perbankan yang 

menggunakan prosedur merger ataupun akuisisi atas suatu bank untuk menjag:a 

agar tidak terjadi dan/atau memberikan alternatif untuk merubah kondisi 

kepemilikan tunggal oleh suatu pemegang saham di !ebih dari satu bank, di sisi 

lain dalam UU Anti Monopo!i yang mengatur larangan praktek monopo[i dan 

persainga.n usaha tidak sehat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 

tersebut diatas terdapat adanya pembatasan kepemilikan saham pada suatu 

perseroan yang berkaitan dengan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan 

penelilian dengan melakukan analtsa yuridis atas ketentuan Kepemilikan Tunggal 

pada Perbankan Indonesia (Singte Presence Policy) yang diatur dalam PBf SPP 

ditinjau dari UU Antimonopoli dengan merumuskan permasalahan sebagaimana 

tersebut dibawah ini. 

1.2. PERMASALAHAN 

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

L2.1. Bagaiman.a konsekuensi hukum atas kelentuan akuisisi yang 

dilakukan oleh Bank Holding Company dalam PB! SPP dikecualikan 

dari Peraturan Pemerintah ;-.!o. 28 Tatum 1999 temang merger, 

konsolidasi dan akuisisi bank? 
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1.2.2, Apakah ketentuan dalam PBI SPP khususnya aturan alternatif 

merger atau kon~lidasi dan altematif pembentuka:n Bank Holding 

Company, tidak bertentangan dengan ketentuan UU Anti Monopoli? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirurnuskan tujuan 

penelition sebagai berikut; 

1.3.1. Un(Uk menganalisa mitigasi dalam implementasi dari proses akuisisi 

saha111 Bank milik pemegang saham pengendali kepada Bank 

Hotding Company yang dikecualikan dari Peraturan Pc:merintah No. 

28 Tahun 1999. 

L3.2. Untuk menganalisa implikasi hukum antara ketentuan a!tematif 

merger atau konsolidasi dan pembentukan Bank Holding Company 

daiam PBI SPP dengan ketentuan dalam UU Anti Monopoli. 

!.4. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat rnemberikan manfaat yaitu: 

L4_ L Mendftpatkan mitigasi yang secara regulasi dapat dilakukan dalam 

lmp!emt:ntasi dari proses akuisisi saham Bank miHk pemegang 

saham pengendati kepada Bank Holding Company yang 

dikccualikan dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun l999. 

L4 2 Mendapatkan basil analisa mengenai implikasi hukum antara antara 

ketentuan alternatif merger atau konsolidasi dan pembentukan Bank 

Holding Company dalam PBI SPP dengan ketentuan dalam UU Anti 

Monopo!L 

1.7. METODE 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penclitian secara yuridis 

normatif yaltu metodc penelltian dilakuan dengan cara meneliti bahan 
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pustaka atau data sekunder 13
. Dalam penelitian yuridls normatif, data 

sekunder adnlah data yang terdiri dari 14
: 

1 S I. Bahan Hukum Primer. yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dar!: Norma dasar/Kaidah dasar seperti Pembukaan UUD 

1945, Peraturan Perundangan seperti undang-undang, peraturan 

pemerintah; Yurisprudensi dan Traktat. 

L5.2. ·Bahan Hukum Sekunder, yang memherikan penjelasan mengenat 

huk-um primer, antara lain seperti rancangan undang-undang, hasil

hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. 

L5.3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, antara lain seperti kamus, ensiklopedi. 

Dari jenis metode tersebut, penulis menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dalam hal 

ini undang-undang mengenai perbankan., undang-undang mengenai larangan 

prat.:tek monopoli dan juga peraturan Bank Indonesia tentang kepemilikan tuoggal 

pada perbankan Indonesia serta peraturan perundangan lain yang terkait dengan 

su.hstansi dari bank maupun larangan praktek monopoli yang merupakan bahan 

hukum primer dan melakukan studi pustaka meliputi artikel, tulisan ilmiah da!am 

jurnal hukum yang terdapat dalam bentuk media cetak rnaupun e!ektrot1ik 

(internet) yang metupakan bahan hukum sekunder. 

1.7. KERANGKA TEORI 

Perbankan dari pengertian dalam LJU Perbankan adalah segala sesuatu 

yang rnenyangkut tentang bank, menca.kup kelembagaan, kegtatan usa!m, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya~ Sementara bank sendiri 

dalam UC Perbankan memiliki pengertian badan usaha yang menghirnpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

:.; Socrjono Soekanlo dan Sri M;unudji, Pe!Leli!ian l:fukum Norm<t!lf (Jakaria: PT_ Ri\iagrafindo 
Perkas.a. 2006} hal. l.f. 

H tbid. haL 13_ 
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taraf hidup rakyat banyak15
. Dalam pefaksanaannya pengaturan dalam perbankan 

antara lain secara khusus: diatur dalam peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan 

oleh Bank lndonesia dalam kapasitasnya sebagai otoritas pengawas perbankan di 

Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UU Bl. 

Sedangkan untuk pengaturan berkaitan dengan monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat diatur dalam UU Anti Monopo!i, yang mengatur pelaku usaha 

agar dalam menjalankan kegiatan usahanya memperhatikan keseimbangan antara 

kepentingan pelaku usaha dan kepentlngan umum dengan mengacu kepada 

demokarsi dl bidang ekonomi yang menghendaki kesempatan yang sama bagi 

setiap warga negera untuk berpartisipasi di dalam kegiatan ekonomi (usaha) 

Permasalahan yang diuraikan dalam penulisan ini berkaitan dengan hukum 

perbankan dan hukum persaingan usaha dan antimonopoli yang merupakan salah 

satu pembahasan dalam hukum ekonomi. Dalam kajian hukum ekonomi, hukum 

perbankan dan fu:kum anti monopoli ada!ah suatu pengembangan dalam kajian 

hukum ekonoml yang berawal dari konsep kajian hukum dagang sebagai suatu 

lingkup beberapa subbidang hukum da(arn ranah hukum perdaht Hukum ekonorni 

adalah rangkalan perangkat aturan yang mengatur kegiatan ekonomi berawal dari 

embrio bahwa hukum dagang merupakan perangkat peraturan yang mengatu1 

hubungan hukum antara pelaku ekonomi dalam arti luas16
. 

Dalam pcnuhsan ini mengacu kcpada salah satu asas utama da!am hukum 

ekonomi yaitu campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi t 7
, khususnya 

pengaturan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan hukum yang bersifat 

akomoda~if terbadap perwujurlan masyarakat yang adil dan makmur, keadilan 

yang proporsional dalam masyarakat. tidak adanya diskriminatif terhadap pelaku 

ekonomi dan persaingan usaha yang sehat. 

n lndonesia, Undang-Undang Perubahan aias Undang~Und.1ng Nomor 7 Talum 1992 tcn!ang 
Pcrbankan. UU No. 10 Talmn 1998. Lcmbarnn Negan; Rcpublik fndonesia Nomor 182 Tahun 
19998. 

1
" Sri Rejeki Hanono. Opcit. hal. 5 dan 9 

]" Sri Rcjcki Hm1ono. OpCi!. h;ll. 13. 
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Untuk menganalisa PBI SPP ditinjaui dari UU Anti Monopoli digunakan 

pendekatan secara hukum ekoncmi. Sri Redjekt Hartono mengatakan menuliskan 

bahwa Hukum ekoncmi mempunyai 2 pendekatan yaitu. 

Pendekatan makro yang mernanfaatkan ilmu-ilmu lain sebagai pisau 

analis:is terhadap masalah-masalah hukum seperti kebijakan hukum di 

bidang ekonomi_ 

2. Pendekatan mikro dimanfaal.kan untuk mengkaji hubungan hukum para 

pihak sesuai target 

Oleh karena itu hukum ekonoml sebagai suatu kajian merupaka:n suatu 

kajian yang luas karena mencakup dua ruang lingkup sekaligus yaitu (i) ruang 

lingkup hukum publik dengan kajian makro, dan; (ii) ruang lingkup hukum 

perdata/dagang sebagai kajian mikro 

Melibat kedalam peraturan UU Perbankan, kedua ruang lingkup dar! kajian 

huk"Um ekonomi diatur di da!amnya, yaitu berkaitan dengan aturan mengenai 

kegiatan usaha dari bank yang ditujukan mendorong kegiatan perekonomian 

umumnya sekaligus mengatur hubungan hukum antara bank sebagai badan usaha 

dengan peroranganlbadan usaha yang menggunakan jasa dibidang perbankan. 

Demikian juga dengan UU Anti Monopoli, meskipun daiam aturan-aturan 

didalamnya mengatur tentang perjanjian yang dilarang, perbuatan/kegiatan yang 

dilarang namun hat tersebut didasari dengan pertirnbangan untuk mencapai 

demokrasi atau pcmerataan kesempatan dalam kegiatan ekonomi bagi selurull 

masyarak.at. 

Rober1 L Hayman (Juri.\pmdeuce: Contemporary Readings, Problems and 

Ncrrrath·es; 1994) membcrikan pengertian ilmu hukum dalam hal 1111 

Jltl'tsprudence secara luas1s. sebagai segala sesuatu yang bersifat teoritis tentang 

hukum. Hal terscbut juga dapal mempunyai pengertian metode kajian tentang 

makna hukum secara umum. Ilmu hukum mempunyai slfat yang menjadi 

karakter1stiknya yaitu bers[fat preskriptif dan terapan 19
• Mempe!ajari tujuan 

1
" Peter Mahmud Mart.llki, Pen~bJ!.i!n Hulnn:t,_j:ctisi Penama (Jal:;ana: Kcnciina Prcnada Media 

Corp .• 2006) hat I 'J. 
11 Ibid. hnL 22, 
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hukum, nilai~niiai keadilan, validitas aturan hukum. konsep-konsep hukum dan 

norma hukum adalah sifat preskriptif dari ilrnu hukum, sedangkan mempelajari 

standar prcsedur, ketentuan-ketentuan, mmbu-rambu dalam melaksanakan aturan 

hukum. llmu hukum melihat hukum dari dua aspek yaitu hukum sebagai suatu 

sistem nilai dan hukum sebagai suatu aturan sosial yang timbul dari gejala dan 

kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. 

Terdapat pendapat yang penting berkaitan tentang teori hukum yaitu dari 

Donald Black2tl dengan melakukan pembagian dua model bukum yaitu 

Jurisprudentie Model dan Sociological Model. Dalam jurisprudeutie model, 

dalam melakukan kajian bukum lebih menitikberatkan fukus pada produk 

kebijakan (aturan!rules} dimana rules sebagai produk hukum baik dalam bentuk 

sebagai sistem aturan terkodifikasi atau tidak (statutory/case). Ilrrm hukum dalam 

model ini mengatakan bahwa proses hukum beriangsung ditata dan diatur oleh 

suatu logic (Togika sistamlhukum) dan karenanya Hukum dianggap sebagai sistem 

yang abstrak yang ada sebagai suatu keharusan-keharusan. Sementara sosiological 

model kajian hukum sebagai suatu struktur sosial 

Oleh karenanya maka dalam hal kajian hukum atas peraturan perbankan dan 

peraruran antimonopoli, dapat juga dilakukan dengan pendekatan analisa ilmu 

ekonomi untuk hukum (economic ana(vsis of law) sebagairnana dikemuknkan 

oleh Cooter dan Ulen2
\ ilmu ekonomi antara lain memberikan suatu teori ilnuah 

untuk memprediksi efuk dari sualU peraturan terhadap perilaku, bagaimana orang 

merespond atau bersikap atas perubahan hukum, selain ttu ihnu ekonomi 

memberikan standar normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan. Untuk 

mengetahui efek dari hukum terhadap rujuan dikeluarkannya peraturan 

penmdangan yang bersangkutan, maka hakim atau pembual perundang-undangan 

harus mempunyai metode untuk melakukan evaluasi atas akibat hukum pada nilai

oilai sosial yang ber!aku. Ilmu ekononu dapat memprediksi efek dari efesiensi 

kebijakan, dimana efesiensi seiah1 re1evan dengan pembuatan kebijakan, 

:" H.R Olje Salman dan Anlh.on F. Susanto. Teor(.Hukum (M~.ngint!Hl. MGngumpulkan .. dan 
MCtJtbuka KemQ.~lil. (Bandung: PT. Refiktl Adltanut 2007). hal. 50, 

::I Ruben Cooler & TIIOIItltS Ulen. Law and Economics, TIJi!JLEditioJL (Addison Wcslcv. :won 
hal 3. 
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Dalam Black's Law Dictionary22
, terdapat definlsi sebagai berikut: '~Law 

and Economic: A dicipline advocating the economic analysis of the law, whereby 

legal rules are su.~fected fa a cost-benefit analysis to determine wherher a change 

rifform one legal mle 10 another will increase or decrease a/locative efficiency an 

social wealth Originally developed as an approach to anlitms! policy. law and 

economics is loday used by ils proponents to explcdn and inte1pre1 a mriety qf 

legal subjects". 

Menunjuk kepada pendapat maupun pengertian tersebut, maka dalam 

pembasan peraturan perundangan yang mengatur tentang kegiatan perekonomian 

(dalam hal ini PBl SPP dan UU Anti Monopoli) tidak semata-mata mengkaji dari 

aspek hukum semata karena merupakan produk hukum tela pi juga mel! hat kepada 

pertimbangan dan Jatar belakang dikeluarkannya peraturan perundangan tersebut 

yang mempunyai tujuan untuk mendukung dan menjaga agar kcgiatan ekonoml 

rlapat berjalan baik rlengan tetap rnemperhatikan ditaati dan dijagaoya asas hukum 

sehingga tatanan perekonomian dapat dijagP .. 

Dari catatan tersebut diatas. maka pendekatan dalam pcrmasalahan ini 

adalah asas campur tangan pemerintah dalam keg1atan ekonomi, dengan melihat 

sinkronisasi dalam peraturan perundangan. 

I. 7. DEFINISI OPERASIONAL 

Untuk mengh.indari adanya perbedaan pemahaman terhadap istilah yang 

digunakan dalam menginterprestaikan konsep~konsep dan tennlnologi yang 

digunr.kan dalam penelitian ini, perlu dirumu~kan definisi operasional yang 

merupakan batasan pengertian terhadap terminofogi atau konsep yang secara 

khusus digunakan dalam peneJitian ini. 

1. 7.1. Kepemi !ikan Tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya 

menjadi pemegang saham pengendali pada I (satu) Bank. 

L7.2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

-·-··-·----
·~Black's Law Dkrionary --Eight Edition. (West- a Thompson Business· 2004) hal. 90L 
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dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undnng-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

1.7.3. Pemegang Saham Pengendali (PSP) ada!ah badan hukum dan atau 

perseorangan dan atau kelompoK usaha yang: 

L7.3.LmemiJiki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) 

atau leOih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan 

mempunyai hak suara. 

1.7.J.2.memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua pufuh lima persennus) 

dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempuny:ai hak 

suam namun dapat d1buktikan telah melakukan pengendalia"n Bank 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

!.7A Pemsahaan lnduk di Bidang Perbankan {Bank Holding Company) ada!ah 

badan hukurn yang dibentuk dan atau dimiliki oleh Pemegang Saham 

Pengendali untuk mengkonsolldasikan dan mengendalikan secara 

langsung seluruh aktivitas Bank-bank yang merupakan aoak 

perusahaannya. 

J.7S Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau 

(ebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau 

pemasaran atas harang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. 

1. 7"6. Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai 

pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa 

pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi 

diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan 

kemampuan keuangan, kernampuan akses pada pas.okan atau 

penjualan,serta kernampuan untuk menyesuaikan pasolan atau permintaan 

barang atau jasa tertentu, 

1.8. SISTEMA TIKA LAPORAN PENELITIAN 

Sistematika laporan penelitian disajikan dalam 5 bah, yaitu · 
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BAB I adalah pendahuluan yang menguraikan Jatar belakang masalah, 

permasalahan, tujuan pcnelitian, metode, kerangka teori, definisi operasonal 

dan sistematika lapor:m penelitian. 

BAB II menguraikan tinjauan umum tentang hukum perbankan dan 

implementasi API berkaitan dengan PBT SP?. 

BAB III menguraikan tentang aspek hukum ar:ti monopoli dan 

praktek persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang

Undang No. 5 TaltUo 1999 dan ketentuan mengenai merger, konsolidasi dan 

akuisisi bank daiam perspektifUU Anti Monopoli. 

BAB IV menguraikan tentang analisa yuridis PBI SPP dengan 

mendasarkan kepada permasalahan sebagaimana dimaksud dalam bagian 

permasalahan diatas yang ditinjau dari UU Anti Monopoli, 

BAB V adalah penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran 

yang perlu dipertimbangkan da!am rangka implementasi penerapan kebijakan 

Kepernilikan Tunggal Bank ditinjau dari UU Anti Monopoli. 
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BAB2 
I'ERBANKAN DAN IMPLEMENT AS! ARSITEKTUR I'ERBANKAN 

DALAM I'ERATURAN BANK INDONESIA TENTAl"G KEPEMILIKAN 
TUNGGAL PADA PERBANKA!'l 

2.1. HUI<UM PERBANKAN INDONESIA 

Bank memiliki peranan yang penting dalam kegialan ekonomi yang 

dilakukan masyarakat yang tidak bers:inggungan dcngan bank balk secara 

langsung rnaupun tidak tangsung. Hubungan dengan bank dalam kegiatan 

ekonorni yang dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha 

atau lembaga mencakup aspek yang ~ukup luas. dari mulai kebutuhan sehari-hari 

yang bcrsifat konsums.i, kebutuhan untuk mernpermudah daJam pelaksanaan 

h:ewajiban keuangan, kebutuhan soslal seperti pendidikan, sampai dengan 

kebutuhan modal kerja usaha masyarakat. Secara awam kebanyakan orang 

dahulunya hanya melihat bank: sebagai tempat untuk menyimpan uang danlatau 

untuk mendapatkan pinjaman dari bank baik untuk kebutuhan konsumsi rnaupun 

untuk berusaha, hal ini pun masih merupakan kegiatan usaha bank yang paling 

pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perbankau babwa bank adaiah 

badan usaha yang rnenghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lai nnya dalam rangka meningkatkan tara.f hidup rakyat banyak, sebagaimana 

diuraikan juga oieh Xavier Freixas dan Jean-Charles Rochet{ 1998: 1 i~ bahwa 

definisi operaslonal dari bank adalah adalah suatu institusi yang melakukan 

kegiatan penerimaan dana dari masyarakat dan mernberikan pinjaman, 

Dari pengcrtian dalam UU Perbankan tersebut maka dapat terlihat 

bagaimana pentingnya penman bank (industri perbankan) da.lam rnenunjang dan 

mendorong perekonomian. Dalam menjalankan menjalankan fungsi sebagaimana 

disebu( dalam Pasal 1 L'U Perbankan tersebut, sangat bergantung oleh 

kepercayaan (Jrust) dari masyarakat, karena tanpa adanya kepercayaan tersebut 

mas:yarakat tidak akan menempatkan dananya atau mengelola dananya melalui 

~ 1 Xavier FrciX<Js and Jcan-Chnrles Rochct, }.olicrocc.Qnonucs .. 9f Ban~_ing. (Massachusscls: l11.e 
MIT Press_ 1998) haL L da!am Yunus Husein. dan Zulkamain. MareriaL_Reading Hukun~ 
~.rffimkan. d.1_fli-?tnb_112a~!gmQ3g;t .. Kcu~1!Jl LaintJ,):!I. Progmm Pascas;ujana Magister Hukum 
Bidang Hukum Ekouomi Fakul!as Hukum Univcrsitos Indonesia. 
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bank, dan bila itu terjadi bank pun tidak akan dapat melaksanakan penyaluran 

dana kepada masyarakat. Oleh karenanya, kepercayaan dart masyarakat yang 

merupakan aset bank yang pentlng untuk dijaga. Hal ini merupakan tantangan 

bagi bank guna meningkatkan efsiensi pelaksanaan fungsi intermediasi bank, agar 

masyarakat tidak kehi!angan kepercayaan yang dapa:t mengakibatkan masyarakat 

kehi!angan kepercayaan dan menarik selumh dana masyarakat yang disimpan 

p.ada bank. yang apabi!a inl terjadf bank akan sangat menyulitkan bank karena 

tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh 

nasabahnya secara sekaligus. Hubungan bank dengan masyarakat (nasabah) yang 

berdasarkan kerpecayaan ini sangat rentan, dan akan saling mempengaruhi. 

Untuk menjaga agar hubungan masyarakat (nasabah) dan bank dapat dijaga 

maka dalam kegiatan perbankan dilandasi beberapa asas~asas dan hukum yang 

b k 24 -mengatur per an an yattu: 

l. Asas Dernokrasi Ekonomi yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan_ 

Sebagaimana penjelasan daiam UU Perbankan menyatakan bahwa fungsi 

utama dari bank untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. pertumbuhan 

ekonomi untuk mencapai peningkatan hidup rakyat banyak yang berasaskan 

demokrnsi ekonomi, dimana demokrasi ekonomi harus dihindari dari hal

hal25: 

1.1 .Sistem free flight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap 

manusia, yang menimbulkan kctemahan struktur ekonom! nasional dalam 

perekonornian dunia. 

L:?:.Sistem etatisme, dalam arti bahwa negara beserta aparatur negara bersifat 

dmninan mendesak dan mematikan potcnsi scrta daya kreasf unit-unit 

ekonomi di luar sektor negara. 

l.3_Per.saingan usaha tidak sehat serta pemusatan ekonomi pada suatu 

kelompok dalam berbagai bentuk monopo!i yang mcrugikan masyarakal 

dan bertentang dengan cita~cita keadi!an sosial. 

2~ Rachmadi Usman. ~k~Asp~ Huktul'\_ Pctban~an di lf)5:lon~sta. (Jakatm: PT. Gnunedm 
Puswka Utama. 2003) hall .f. 

:' Ibid. hal.\6. 
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2. Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle), bank wajib untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat yang menyimpau sebagian dananya pada bank, 

dimana masyarakat dalam menyimpan dananya akan dapat mengambil 

kembali disertai imbalan Karena dengan adanya dana simpanan masyarakat 

dapat menyalurkan kembali kcmasyarak:an antara lain da!am bentuk kredit. 

Sutan Remi Sjahdeni menyatakan26 bahwa bnbungaP. antar bank dan nasabah 

pc<.yiimpan dana adalah hubungan pinjaman meminjam yang antara debltor 

(bank) dengan kreditor (nasabah penyimpan dana} yang di!andasai oleh asas 

kepercayaan. Sehingga da!am hubungan bank dengan nasabah penyimpan 

dana (masyarakat) tidak hanya rnempakan hubungan ·kontrak dalam 

penempatan dana masyarakat yang berkaitan dengan hukum perjanjian, tetapi 

juga hubungan kepercayaan. 

3. Asas Kerahasiaan, bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan atas segala sesuai 

yang berhubungan dengan nasabah penyimpan baik keuangan maupun hal-hal 

lain yang wajib dirahasialan menurut kelaziman perbankan, hal ini penting 

karena berkaitan erat dengan kepercayaan dari rnasyarakat yang menyimpan 

dananya yang harus terus menerus dijaga oleh bank sebagaimana diatur secara 

tegas dalam UU Perbankan pasa[ 40z1
. 

4. Asas Kehati-hatian (Prudential Ptincip!es), kegiatan utama yang merupakan 

fungsi darl bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali kemasyarakan (antara lain) dalam bentuk kredit, harus dilakukan 

secara baik dan benar karena hal tersebut sanga1 erat dengan kepercayaan yang 

diperoleh oleh rnasyarakat (nasabah penyimpan dana). Bank harus memiliki 

keyakinan akan kernbalinya dana masyarakat yang rlisalurkan tersebut, yang 

dijalankan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang bertujuan agar 

bank selalu daiam keadaan terkclola dengan baik dan mampun menyelesaikan 

26 Ibid hal l6. 
27 Indonesia, UU No 10 Talnm 199!t Op.CiL pasal .w ay<lt l;Bank tvajib mernhasinkan 

keternngan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpananny8 kecuali hal sebagaimana dimnksud 
dalam Pnsal4L Pasal.t1A. Pasal42, Pas.1l .n. P.nsal4~ dnn Pasal44A 
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kewajibannya. Hal ito sel.>agaimana diamanalkan oleh UU Perbankan pasal 

29'". 

Asa~-asas dalam kegiaum perbankan tersebut, seianjutnya dituangkan dalam 

peraturan perundangan yang mengatur menge11ai perbankan, baik dalam 

keiembagaan, kegiatan usaha maupun pengawasanny~ hal ini agar tidak sebatas 

pada asas saja n~mUn menjadi peraturan yang Giterapkan pada kegiatan 

perbankan. 

Untuk menjaga agar bank dapat menjalankan usahanya maka bank terikat 

dan tunduk kepada peraturan perundangan balk yang secara langsung mengatur 

kegiatan usaha bank maupun yang tidak secara langsung mengatur tentang 

perbankan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank 

Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaan lainnya, yang 

m~rupakan kelompok hukum perbankan yaitu serangkaian huk-um positif yang 

mengatur sega!a sesuatu yang menyangkut rentang bank, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha 29
. 

Undang-undang yang mengatur tentang perbankan pertama sejak Indonesia 

merdeka ada:lah Undang-Undang No. 14 Talmn 1967 tentang Pokok-Pokok 

Perbankan, dan selanjutnya baru 25 (dua puluh lima) tahun kemudian terdapat 

suatu undang-undang bam mengenai perbankan yaitu lJndang~Undang No. 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan. Perubahan undang-undang mengenai perbankan 

rersebut dalam rangka mengakornodir perkernbangan perekonomian yang teru.s 

berkembang bahkan melintasi batas negara, dengan substansi perubahan pada 

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 terscbut antarn !ain10
· 

! . Penyederhanaan jenis bank, menjadi hank umum dan bank perkreditan rakyat, 

sena rnemperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat 

d i seienggarakan ny a; 

~x Indonesiot UU No. 10 TahUll )998. Loc,Ctl. pasal29 ayat 2: Bank wajib mcmelilmrn tlngka! 
kcscllatan lmnk sesuai dengan kcicntuan kccukuparnnodaL kuali!as aseL kualilas manjemen. 
likuiditas. rcntabilitas. solvabililas, dan nspck lain yang berltubtmgan dcn,lj<'\n ti$.'Iha bank, d;m 
w;\{ib melnkukan kegiman usahn sc!:;•ai dengan prinsip kchmi-hatimL 

·'~ Rachmadi Usman, Op.CiL ha12. 
1.-'R.<tchmadi Usman, Op.CtL hal K 
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2. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga 

ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas 

dan lebih terarah; 

3. Peningkatan perlindungan dana rnasyarakat yang dipercayakan pada lembaga 

perbankan melalui prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan 

kesehatan bank; 

4. Peningakatan profesionalisttle para pelaku di bidang perUa:nkar:; 

5. Perluasan kesempatan untuk rnenyelenggarakan kegiatan di birlang perbankan 

secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah terjadlnya praktek

praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas. 

Perubahan pengaturan tersebut, dilakukan sebagai upaya pemerintab untuk 

mengantisipasi serta meningkatkan kualitas bank untuk dapat mengakomodir 

perkembangan perekonomian yang terus menerus terjadi serta dalam rangka 

mendorong kegiatan perekonomian masyarnkat yang mencakup tidak hanya 

penyederhanaan jenis bank, namun juga penfngkatan hubungan antara 

masyaratkat sebagai penggunajasa perbankan dan bank sebagai bada.n usaha yang 

memberikan layanan jasa perbankan serta adanya asas kehati-hatian dalam 

pengelolaan bank. Selain itu juga untuk mengakomodir kebutuhan bagi pelaku 

kegiatan ekonorni apabila bermaksud untuk mendirikan bank. 

Pada tahun 1994 Indonesia tclah meratifikasi keJkutsertaan [ndonesia dalam 

keanggotaan World Trade Organization (WTO) dengan berdasarkan Cndang~ 

Undang No. 7 Tahun 1994~ Keanggotaan tersebut memiliki konsekuensi hukurn 

mengikat fndonesia untuk rnenerapkannya di dalam negeri dalam rangka 

bubungan perdagangan internasional antara negara-negara anggota WTO, dlmana 

salah satu tujuan dari WTO adalah untuk meminimalkan hambatan masuk (entry 

bwTier) arus perdagangan dan jasa ke dalam satu Negara. 

Terkait dengan masuknya Indonesia dalam WTO, maka industri perbankan 

merupakan salah satu sektor dalam industri perdagangan jasa yang dalam WTO 

diatur datam perjanjian General Agreement on Trade in Services (GATS). Secara 
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umum GATS berisikan dua kumpuian kewajiban yang merupakan satu kesatuan 

dan mengikat seluruh anggota \llTO yaitu31
: 

I. Kumpulan kewajiban tentang konsep, prinsip dan atur!ln yang berlaku bagi 

selurub kebijakan (measures) yang mempengaruhi perdagangan jasa. 

2. Kumpulan tentang kewajiban khusus hasit negosiasi yang rnerupakan 

komitmen yang berlah."U untuk sektor .iasa dan sub sektor jasa yang terdaftar 

pad a Schedu!e of Commitment (SOC) negam anggota. 

Dalam perdagangan jasa dalam WTO berlaku prinsip-prinsip dasaJ dalam 

GATS yang mengamhil prinsip perdagangan barang dalam GATT32 yaitu: 

2. Most Favoured Nation!MFN. 

Yaitu prinsip untuk tidak membeiikan perlakuan yang berbeda antara negara

negara anggota yang satu dengan yang lain apabila negara-negara tersebut 

melakukan transaksi perdagangan dan jasa di satu negara anggota WT033 

MFN merupakan prinsip utama dalam perdagangan barang (GATT) yang juga 

digunakan dalam perdagangan jastt (GATS) dimana suatu fasilitas atau 

kernudahan yang diberikan kepada satu negara juga harus diberian kepada 

negara lain. Prinsip ini dikenal juga dengan prinsip non~diskriminasi yang 

merupakan kewajiban umum dalam GATS yang bersifat segera dan otomatis. 

3. T ransparansi 

Yaitu kewajiban akan memberikan informasi dan publikasi yang terbuka 

segera, kecuali dalam keadaan darurat, mcngenai peraturan perundang

undangan yang berpengaruh kepada perdagangan jasa internasional yang 

mereka lakukan pada negara bersangkutan J.J. 

11 Zuikumnin Sirompul Op.C.it. hal 78 
r Zulkamain Sitompul. Op.Ci1. Ibid. hal 62. 
J.1 Agreement Establishing ll1c World Trndc Organizatlou. Annex IB GenerAl Agreement on 

Trade in Scr•ice h.!.u:!;J/www."10.Qf& 17 Dese.mbcr 2007. Op Cit. Article II. 
·
1
"
1 Agreemenl Establishin~_; Tltc World Trndc Org»njzntion. Annex IB Genernl Agreement on 

Trade in Service ~Up://www.>~:to.org 17 D!."Scmbcr 2U07. Op.Cit.Articlc III. 
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Prinsi ini mewajibkan seluruh anggota WTO untuk mernpublikasikan seluruh 

undang-undang, pedoman pelaksauaan, dan peraturan penmdaugan 

peiaksanaan lainnya yang berlaku secara umum oleh pemerintab baik di 

pemerlntah pusat maupun pemenntah daerah yang berkaltan dengan 

pelaksanaan perdagangan jasa, 

4, National TreatmenL 

Yaltu prinsip memperlakukan atau memberikan perlakuan yang sama kepada 

peJaku usaha asing dari negara lain dengan perlakuan yang diberikan kepada 

pelaku usaha dalam negeri 35
. 

5 Liberalisasi36
. 

Yaitu prinsip dimana semua anggota WTO saling melakukan negosiasi 

dengan tujuan untuk semakin menghilangkan hambatan-hambatan 

perdagangan jasa secara bertahap. Hal ini dilakukan secara bertahap karena 

tingkat pertumbuhan dari masing~masing anggota WTO tidaklah sama, namun 

dilakuan sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing negara 

anggota WTO. 

Hal tersebut rhempunyai konsekuensi adanya tantangan lain yang harus 

dihadapl perbankan Indonesia yaitu adanya liberalisasi dan globalisasi serta 

berpalingnya nasabah tradisional bank kepada sumber pembiayaan lain. Selain itu 

liberalisasi telah menghilangkan batas wilayah usaha bank, hal ini berakibat bank 

domestik tidak hanya bersaing dengan sesama bank domestik tetapi juga harus 

bersa1ng dengan perbankan internasionae7
. 

Di Indonesia sendiri, perturnbuhan bank terjadi sangat cepat sejak sebelum 

dikeluarkannya Undang~Undang No. 7 Tahun 1992 tersebut, yatiu rnulai tahun 

!988 dengan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Pemeriotah indonesia yang 

dikenal dengan nama Pakto 1988 yang memberikan kemudahan untuk mcndirikan 

bank dengan tujuan untuk membantu pertumbuhao ekonomi, yang selanjutnya 

3 ~ Agreemenl Establishing The World Trade Organization, Arutc'i: lB General Agrcernem on 
Tmdc in Service hltp:/1\vmv ... wro.org 17 Desember 2007, Op,CiLAniclc XVH. 

Jt< Zu!karnain Sitompul, Op.Cit. haf 63. 
37 Zulkamain SitompuL Op,Cit hal 2. 
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dengan adanya regulasi tersebut banyak didirikan bank-bank swasta nasional 

dim ana dalam waktu kurang lebih dua tahun jumlah bank nasionai meningkat dari 

64 menjadi 119 pada tahun 1991, dan terus bertambah sehingga pad a tahun 1994 

mencapai 240 bank3
t-:. Namun demikian banyaknya bank dalam perbankan 

Indonesia tersebut rontok pada tahun 1997 pada saat krisis ekonomi te1jadi Oi 

Indonesia dim_ana pemerinrah melakukan penutupan terhadap bank-bank yaitu 16 

bank menjadi Bank Dalarn I .ikuidasi puda bulan Nopember 1997 yang berlanjut 

dengan penutupan bank tidak sehat atau bermasalah dan tidak layak lagi untuk 

beroperasi sebanyak 7 bank pada April 1998 dan 4 bank pada bulan Agustus 1998 

menjadi Bank Beku Operasi serta kemudian pada bulan April 1999 menyustil 38 

bank menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha39
. Berkurangnya jumlah bank selain 

karena ditutupnya bank-bank oleh Pemerintah sebagaimana tersebut, juga karena 

terdapa1 beberapa bank yang digabung antara lain empat bank pemerintah menjadi 

Bank Mandiri. Bank Danamon basil penggabungan sembilan bank dan Bank 

Permata hasil penggabungan dari lima bank40
. 

Hal tersebut terjadi karena merupakan konsekuensi dari lemahnya tata kelola 

perusahaan yang baik secara internal, perilaku dari para bankir yang memberikan 

kredit kepada kelornpok usahanya tanpa diiringi dengan analisa pemberian kredit 

yang sehat serta pengawasan atas perbankan yang tidak berjalan dengan baik. 

Kondisi perbankan yang Jemah pada masa iw di sebabkan oleh beberapa hal 

antara lain yaitu (1) perturnbuhan jumlah bank yang a mat pesat sebagai hasil 

kebijakan deregulasi 1988 yang tldak diserta dengan ketentuan pmdensia! dan 

pengawas.an yang memadai oleh bank sentral; (2) lemahnya penerapan good 

corporme governance disektor perbankan, karena antara lain kor.sentrasi 

kepemilikan amat tinggi; dan (3) te~adinya economic boom dan integrasi 

18 1 Pulu Gede Ary Sum dan Soebowo Musa, Jyte:mt>edfl!LK!!~Is Pcrb>U_tkan, (Yayasan S<ld Satria 
Bhakli:2(){13) hal. 197, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21- No 2 Tahun 2008. lml. 31 (M. 
Udin Silalahl. SH, LL.M. Single Pre~encc Policy ditinjau dari Perspcktif Hukum Persaingan 
Usaha) 

w Kusumaningtuti Sandrihanns. P.c;ran;m l}uktul~lam Penyele!Wial} __ Krisls P.erbankHI) _ ____!li 

lruktncsi<:!- (Jakarta: RajinvaH Press, 2009) haL 8. 
4t• Ibid. haL 11. Catalan kaki 26. Jumlah bank mcnyusm yang sebagian bes.1.r disc:babkan oleh 

penutupan dari 239 bank :OOa !ahun 1996 menjadl 222 bank pada akhlr talmH 1997. Selanjumya, 
lcbih menunm menJadi 2ug pada akhir tahun 1998 dan mcJlfadi 173 bank padH tahun 1999. Pada 
tahun 2008. jutnlall bank mencapai 1 J 1 b.nnk" 
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keuangan intemasional yang mengakumulasi tingkat kerentanan sistem perbankan 

Indonesia. <~l 

Dalam industri pe1bankan, kondisi liberalisasi dan globa[isasi yang 

merupakan konsekuensi ketcrikatan Indonesia atas perjanjian internasional di 

bidang perdagangan dan j<1sa (GATS) yang telah diratifikasi serta untuk menata 

kemhali kondisi perbankan Indonesia yang terpuruk pada saat krisis ekoflomi 

yatlg dimulai semester kedua 1997, diperlukan penyempurnaan peraturan 

perundangan di bidang perbankan. Pemerintah Indonesia telah membuat dan telah 

menerbitkan peraturan perundangan dibidang perbankan yaitu undang-undang 

dibidang perbankan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tema.ng Perubahan 

atas Undang-Undang No, 1 Tahun 1992 tentang Perbankan yang merubah dan 

menambah ketentuan-ketentuan mengenai perbankan yang telah ada dalam 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tersebut, hal tersebut dapat terlihat dalam 

konsideran dari Undang-Undang No. 10 Talmn 1998. Dalam konsideran dan 

penjelasan umum dalam Undang-Undang No. IO Tahun 1998 terdapat latar 

belakang dilakukannya perubahan mengenai peraturan perundangan di bidang 

perbankan yaitu: 

i. Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang terus 

menerus bergerak ccpat kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang 

semakin kompleks; 

" Bahwa diperlukan penyesuaian peraturan perundangan berkaitan dengan era 

globalisasi dan komitment Indonesia dalam berbagai forum Internasional 

seperti WTO, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan ASEAJ."'J42
. 

Perkembangan dan perubahan atas undang-undang yang mengatur tentang 

perbankan tersebut, mendorong peruballan yang cukup mendasar, yaitu unluk 

mengakomodir perkembangan sektor perbankan mengikuti kebutuhan masyarakat 

akibat pengaruh globalisasi dan juga untuk pelaksanaan kebijakan regu[asi 

~: Mari Elka Pangcstu. The_ Indonesia B.1nk Crisis and R~strnc!u.ring.: Lesson <~g~ hnplication~ 
for O!hcr De-;.elon!ng Countries, G-2-t Discussion Scncs No. 23 United Na!iofiS Conference on 
Trade and Development. November 2003, hal 2 dalam Kusuman.ingtuii Saruirihn.nn}, Pe~pan 
Hukum dalam PenvclesaUm Krisin PctOOnkru:u;li lndoncsln, (Rajawa!J Press, lakam:~· 2009) hal. 3. 

·l: Raduuad.i Usman. Op.Cit hal. !0. 
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perbankan agar lebih efektif1
. Hal ini merupakan konsekuensi agar perbankan 

yang merupakan sa!ah satu motor pengerak roda perekonomian dapal berjalan 

dengan baik dan benar untuk mejadi industri yang kuat serta dapat diterlma dalam 

hubunngan perdagangan dan jasa internasiontd serta meminimal terjadinya 

kembali krisis perbankan tabun 1997. 

Dalam industri perbankan di Indonesia selaln bank-bank selaku pelaku 

perbankan, juga diatur fungsi pengawasan dan bank sentral ada rada Dank 

Indonesia berdasarkan Undang~Undang No. I3 Tahun 1968, yang kemudian 

sejalan dengan perkembangan industri perbankan. tcrdapat pengganlian alas 

uudang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia yang menrpakan 

pengawas dari perbankan di indonesia yaitu Undang-Undang No, 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia yang kemudian telah diamandemen dengan Undang

Cndang No. 3 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang No. 13 Tahun 

!968 tentang Bank Sentral yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondist saat ini 

Hal tersebut untuk mengakomodir kondisi pembangunan ekonomi yang semakin 

kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional 

yang semakin terintegrasi dan ketat persaingannya dan juga mengatur fungsi 

Bank Indonesia daiam kebijakan moneter yaitu upaya untuk memelihara slabilitas 

nilai uang rupiah_ 

Scring dikatakan bahwa bank sebagai the most regulatedflnam:ini company, 

mengingat begitu banyaknya peraturan perundangan yang mengatur atau 

berkaitan dengan perbankan, tldak saja terikat dengan UU Perbankan tersebut 

diaras, tetapi juga dalam menjalankan kegiatan usahannya terikat kepada 

kerentuan khusus untuk mengatur atau berkaltan dengan petbankan antara lain 

seperti: 

l_ Kitab L'ndang~Undang Hukum Pcrdala (Burgerlijk Wetboek) khususnya Buku 

II dan Buku Ill berkaitan dengan hukum jaminan dan perjanjian; 

----··-
~-' Dahlan SiamaL M;uJa[cmcn),;emb<~&LJS_cuangan, (Lembaga Penerbit FEUL edisi 3: 2000), 

hal_ 23 d<tlrun Yunus Huscin. SH. d:m Zulkamain Si!otnpuL Mat~rial Rcad.(og HukunLPcrbankan 
dan LegJbaga-lem:1;@ga Kcua_1;gan Lainnll!. Progmm Pascasarjana Magister Hukum Bid;mp, 
Hukum Ekonmm Fakulras Hukum Uuhctsitas Indonesia. 
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2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terutama ketentuan Buku I mengenai 

surat berharga; 

3. Undang-Undang Narnor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 

Beserta Ben0<.1-benda yang Berkaitan dengan Tanah; 

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun l 999 tentai!g Jaminan Fidusia; 

"\ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konso!idasi dan 

Akuisisi Perbankan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank 

Umum. 

Selain perawran perundangan tersebut diatas, Bank Indonesia dalam 

menjalankan fungsinya sebagai pengawas dari bank-bank menjalankan kegiatan 

usahanya dan penerapan tata kelola perusahaan pada perbankan, menge\uarkan 

peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan oleh UO Bl yaitu Peraturan 

Bank indonesia dan Surat Edaran Bank tndonesia. 

2.2. ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA 

Pada tahun 200 l, Basel Committee, yang merupakan suatu komite dalam 

Bank for International Settlement (BIS) mengduarkan Basel Capital Accord 

(Basel II) yang akan menggantikan Basel I dan diharapkan dapat diterapkan pada 

akhir 2006_ Basel 11 yang merupakan konsep permodalan baru bertujuan 

meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan, dengan menitikberatkan 

pada perhitungan pennodalan yang berbasis risiko, supervisory review process 

dan market dicipline yang disusun dalam 3 pilar"'1 yaitu Pilar 1 Minimum Capital 

Requirement; Pilar 2 Supervisory Process Review; dan Pilar 3 Market DisiplirL 

Manfaat yang akan didapat dalam Basel !I adalah penghernatan modal bank dalam 

menutup risiko yang diambilnya selain itu juga Basel 11 merupakan standar yang 

diakui secara irtternasional sebingga apabila suatu bank rnenggunakan standar ini 

maka dapat diterlma o!eh pasar internasional bila beroperasi secara global, namun 

Basel 11 memiliki kompleksitas dan prakondisi yang cukup berat bagi perbankan, 

4
• Zulk.amain Si1ompuL Op,Cit hal l&. 
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di Amerika Serikat, misalnya baru mewajibkan penerapan Basel terhadap 

berberapa bank saja45
. 

Di Indonesia sendiri pada tahun 2004, Bank lndonesia dalam upaya untuk 

menata industri perbankan agar sdalu menjadi lebih balk yang kokoh dan 

didukung dengan infra~~ruktur yang kuat pada tanggal 9 Januari 2004 

mengeluarkan suatu rancangan (blueprint) atas kerangka dasar sistem perbankan 

Indonesia y(l_ng bersifat menye!umh unluk memberikan arah, bemuk dan tatan::m 

industri perbankan untuk rentang 5 (It rna) sampai l 0 (sepuluh) tabun mendatang 

yaitu Arsltektur Perbankan (API) 46
. 

API dalam perbankan nasional adalah sebuah istilah baru, dimana 

sebelumnya beberapa istilah yang dikenal adalah blueprint perbankan, landscape 

perbankan, stratifikasi perbankan atau pemetaan perbankan. API dibandingkan 

dengan Istilah-istilah tersebut memberikan pengertian dan nuans:a yang lcbih 

!engkap dan menyeluruh mengenai tatanan perbankan nasional yang diinginkan 

untuk masa yang akan datang47
. Kedudukan API dalam industri perbankan 

Indonesia bukan sekedar rekomendasi kebijakan (policy recommendation) hagi 

perbankan agar industri perbankan bisa menghadapi era globalisasi perbankan. 

namun pada dasarnya merupakan suatu pedoman kebijakan (policy direction) dari 

perbankan yang menentukan bagaimana arah dan bentuk perbankan nasion<1l 

d. d ~· tmasa atang . 

API merumuskan suatu hankmg architec:ure yang tidak haoya diperlukan 

industri perbankan saja melainkan juga sektor keuangan secara keseluruhan untuk 

melihat gambaran atnu peta perbaokan di masa depan49
, yang menjadi arah 

kebijakan pengembangan industri perbankao di masa datang dirumuskan dalam 

API dengan visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien 

4~ Zulknrnain Sitomptll, Op.Cil hat l') 
'
16 Arsitektur Pcrbanlum lndonesi;1.Loc. Cit 
r Hermasyah. Hnkum Perbank;m Nasional l!ldonesia Edisi Rcvisi (Jakarta: Kcncartn Prcnada 

Media Group. ~008), haL 
48 Muhammad Faiz Aziz.. KQnsolidasi Pcrbankan: Opsi Y~lllg Seharusnva Dilcmpkan Dalam 

J!.angka Img!c~nrnsi_Singlc Presence Policv, Centre for Finance tnvestmcnt 31td Securities Law, 
15 Agusrus 200?. 1!Jl.f[ /fcfisct blogspot com/2001/08/artikel-ientang-siuglc-,n.resence-policvJuml 
diakses 4 Juli 2009. 

~u Hcnnan~·-alt. Op.Cit. hal 179. 
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guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menunjang visi tersebut, maka 

Bank Indonesia menetapkan sasaran yang in gin diwujudkan adalah: 

L Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehal yang mampu 

memenulu kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan 

ekonomi nasional yang berkesinamhungan; 

2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan 

mengacu pada standar internasional: 

3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing 

yang tinggi serta mcmiliki ketahanan dalam menghadapi risiko: 

4 Menciptakan good cotporate governance dalam rangka memperkuat 

kondisi internal perbankan nasional; 

5. Mewujudkan infrastruktur yang Jengkap untuk mendukung terciptanya 

industri perbankan yang sehat; 

6. Mewujudkan pernberdayaan dan perlindungan konsumen Jasa 

perbankan" 

Yang untuk pelaksanaan dalam mencapai visi sasaran tersebut 

diruangkan dan didasarkan kepada enarn Pilar APl5v yang saling terkait satu 

sama lain yaitu: 

l. Pilar Pertama, Struktur Perbankan yang Sehat: 

2. Pilar Kedua, Sistern Pengaturan yang Efektif; 

3 Pilar Ketiga, Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif; 

4 _ Pilar Keempat, Industr:i Perbankan yang kuat 

5 Pilar Kelima, lnfi·astmktur Pendukung yang Mencukupi, dan; 

6. P!lar Keenam, Per!indungan Nasabah_ 

Keenam pilar API rersebut oleh Bank Indonesia dilaksanakan dengan 

program-program sebagai berikut: 

Program penguatan slruktur pcrbankan nasional yang bertujuan 

memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syaraiah) dalam 

·"' Arsitek!ur Pcrbank;m Indonesia. Loc.Cil 
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rangka meningkatkan kemampuan bank mengelo!a usaha maupun risiko, 

mengembangkan teknologi inform:lsi maupun rneningkatkan skala 

usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit 

perbankan. Impelementasi program penguatan permodalan bank umum 

tersebut dilaksanakan secara bertahap. 

2, Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan yang bertujuan 

untuk meningkatkan efektifitas pengaturan se1la mcmenuhi standar 

pengaturan yang mengacu kepada imema!Ona/ best praclices. 

3. Program peningkatan fi.mgsi pengawasan, yang bertujuan untuk 

meningkatkan independensi dan efetktifitas pengawasan perbankan yang 

dilakukan aleh Bank lndonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatan 

koordinasi dengan Jembaga pengawas lain, reorganisasi scktor 

perbankan di Bank Indonesia, penyempumaan infrastruktur pendukung 

pengawasan bank, penyempurnaan pengawasan berbasis risiko, dan 

peningkatan efek!ifltas eriforcemr.ml. 

4. Program peningkatan kualilas manajemen dan operasional perbankan 

yang bertujuan meningkatkan good corporate ~::,rovemance (GCG), 

kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. 

5. Program pengembangan infrastrukmr perbankan yang bertujuan untuk 

mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif 

seperti credit bureau dan pengembangan skim pcnjaminan kredit. 

6. Program peningkatan perlindungan nasabah yang bertujuan untuk 

memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan 

mekanlsme pengaduan nasabah, pendirian lembaga medias) independen, 

peningkatan transparansi lnfonnasi produk perbankan dan edukasi bagi 

masyarakat. 

Berkaitan dengan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa API 

mcmpunyai fungsi sebagai acuan dan ala! untuk melakukan perubahan dalam 

industri perbankan dalam rangka mencapai industri perbankan yang lebih baik 

dimasa yang akan darang baik dar! segi peraturan/regulasi, struktur kelembagaan, 

pengawa.<;an., dan pengelolaannya yaitu menciptakan industri perbankan 

sebagaimana diamanatkan dalam UU Perbankan yaitu perbankan yang sebat kuat 
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dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka 

mendorong pertumbuha1r ekonomi nasional. 

2.3. KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN 

Salah satu Pilar API yaitu Pilar Pertama adatah struktur perbankan yang 

sebat, yang untuk pelaksanaannya dilak-ukan Bank lndonesia melalui program 

kcgla!an pcnguatan struktur perbankan nasional yang bertujuan mentperkuat 

permodalan parla perbankan Permodalan yang kuat dalam perbankan diperlukan 

dararn rangka peningkatan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, 

mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guoa 

mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan, dimana 

implerncntasi program penguatan permodalan perbankan tersebut dHaksanakan 

secara bertahap51 Selain itu juga bahwa penguatan permodalan dalam keraogka 

implementasi API berdampak secara tidak langsung merupakan sarana bagi bank 

untuk mengimplementasikan Basel II, sehingga apabila bank Indonesia dapat 

menerapkan standar internasiona! tentunya akan !ebih rnudah untuk dapat diterima 

secara internasionaL 

Penguatan permodalan perbankan dapat dilakukan baik dengan beberapa 

cata yaitu: 

!. penamhahan modal baru baik dari pemegang saham lama maupun 

penanam modal baru; 

2. merger dengan bank (beberapa bank) Jain; 

3_ penerbitan saham baru (secondary offering) di pasar modaL 

Berkaitan dengan program untuk memperkuat permodalan perbankan dalam 

pelaksanaan Pilar Pertama dari API yaitu penguatan permoda!an bank dan juga 

untuk menyerap potensi kerugian (risiko) yang dihadapi dan mengembangkan 

infrastruktur dalam rangka ekspansi usaha bank, Bank Indonesia scbagai inislator 

menerbitkan peraluran dan ketentuan dalam rangka menjalankan program 

implempentasi API agar industri perbankan dapat melaksanakan kegiatan 

·'~ Arsitektur Perbanknn Indonesia, Loc.Cl! 
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usahanya secara prudent. mengacu kepada standar internasiona! dan lebih 

memperhatikan hak~hak nasabah 

Penerbitan regulasi berkaitan dengan penguatan permodalan mcrupakan 

program percepatan konsol;dasi perbankan yang berstfat light handed directive 

approach52 yaitu melalui Peraturan Bar.k lndonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang 

Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Umum (PBI 7115/2005\ Dalam PBI 

7/15/2005 tersebut bank wajib untuk memenuhi Modal Inti sedikitnya. sebesar 

Rp,80,000,000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 

2007 dan memenuhi Modal Inti sedikitnya Rp,JOO,OOO.OOO,OOO,- (seratus miliar 

rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010. La tar belakang sebagaimana terJlhat 

dalam konsiderannya yaitu dalam rangka mencapai sistem perbankan yang sehat, 

kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan serta rnendorong 

pertumbuhan perekonomfan nasional yang berkesinambungan, dibutuhkan 

keuanga.n perbankan yang kuat khususnya dari sisi permoda!an, selain itu 

penguatan bank merupakan salah satu upaya untuk memperkuat struktur 

perbankan Indonesia sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam API serta 

memperkuat permoda!an yang diperluka-n antara lain untuk menyerap potensi 

kerugian (risikc) yang dihadapl dan rnengembangkan infrastruktur dalam rangka 

ekspansi usaha bank s·erta mengantisipai penerapan Basel Accord II diwak[U yang 

akan datang. 

Dalam membicarakan tentang permodalan perbankan maka tidak dapat 

dihindari dengan membicarakan penanam modal dalam bank yang merupakan 

pemilik dari bank. Pada UU Perbankan, kepemilikan d1atur dalarn Pasa12251
. Dari 

ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bank tidak dapat didirikan atau 

dimiiiki oleh subyek hukum asing sendiri, tetapi apabi)a terdapat subyek hukum 

asing akan mendirikan atau rnemiliki bank maka dapa! didirikan secara kemitraan 

dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. 

·'
2 Arsitektur Perbankan Indonesia. Ibid. 

n. T ndonesia. ut; :-.Jo. lO TallUJt 199&_ Pasal 22: A yat( 1) Bllrtk Umum hanya dapat didirikom 
olch: (a) Warga Negera Indonesia dan <'llau badnn hukum lndonesm: a!au {b) Warga Ncgam 
lndone~m dan mau badang hukwn Indonesia deogan warga negar..r asing dan atau b.1dml hukum 
:~sing sec<tffl kcmitman; aya! (2) Kctcntu!lll mengclt.1i pcrsyttmlan pendirion yang wajib dipcnuhl 
pihak-pilmk scbag:oimnna dimaksnd daJrun ayal I dilcl<lpkan oleh Bank Indonesia. 
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Dalam hat in~ pada tahun~tahun awal pemufihan krisis ekonomi ditahun 

1999, sebelum adanya API yang diluncurkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah 

Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Talmn I 999 (PP 

29/1999) tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang bertujuan untuk juga 

menciplakan sistem perbankan yang sehat dan untuk memperkuat permodalan 

perbankan dengan memberikan kemungkinan lebih besar bagi masyarakat untuk 

membeli saham bank}'! 

Dengan PP 29/1999 terscbut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PP 29/1999, 

Pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat permodalan membul<a 

kesempatan tidak saja kepada penanam modal dalam negeri (warga negara 

Indonesia dan atau badan hukum Indonesia) penanam modal asing (warga negara 

asing dan atau badan hukum asing) untuk dapat masuk dalam rnembangun 

perbankan nasional, hal ini terlihat tidak saja dari bagian Penjelasan Urnum PP 

29/1999 yang menyebutkan antara lain bahwa sehubungan dengan diperlukannya 

sisteru perbankan uang sehat, efisien, tangguh dan rnampun bersaing, untuk itu 

perbankan perlu didorong memperkuat pennodalannya, baik dengan 

mengupayakan sumber dana dar! dalam negeri dan dari luar negeri. Pada Pasal 3 

PP 29/1999 yang mengatur tentang pemilikan saham perbankan yang 

memungkinkan penanam modal asing untuk dapat menguasai kepemilikan sauatu 

bank sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persenf5 hal ini merubah 

ketentuan sebelumnya yang mengatur bahwa asing tidak diperkenankan menjadi 

pemegang saham/pemilik mayoritas dari suatu bank56
" 

Regulasi tersebut mendorong liberallsasi kepemilikan perbankan sw-asta 

nasional yang tercermin pada komposist pemilikan pada bank~bank nasional di 

industri perbankan kernudian terdapat beberapa bank yang dimiliki oleh satu 

pelaku usaha atau kelompok pelaku usaba yang merupakan penanam modal asing 

seperti penanam modal asmg dari Singapura yang menguasai saham Bank 

H lndonesrn. PP No. 29 Tahun 1919. 
5 ~ Ibid. Pasal 3 JumLoh kcpemilikan sal:t;un Bank: o!eh Warga Negam .A.sing dan Htau BactaO 

Huknm Asing y11ng dipcrolell melnlui pembcli;m secara langstmg maupun mclalui Bursa Efck 
seban~'i't*hanyaknya ada1ah 9:JI>/o (scmbilan puluh scmbilan per~e.ratus) d<lri jumlafl salmm Bank 
yang bcrsangkutun. 

"
1 Raclmmdi Usman. Op.Cit: hal. 81. 
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Danamon, Bank NfSP, Bank Intetnasional Indonesia, penanam modal asing dari 

Malaysia 57 yang menguasai saham B2.nk Niaga, Bank Lippo (sekaraog Bank 

Niaga dan Bank Lippo telah melakukan merger menjadi Bank CIMB Niaga), 

Bank Bumiputera 

Hal tersebut tidak dapat rlihindari oleh indonesia, karena merupakan saiah 

satu konsekuensi hukum dari diratifikasinya keanggotaan Indonesia dalam WTO 

l>erikul perjanjlan-perjanjian multilateral dalam WTO antara lain GATS {General 

Agreement of Trade & Service) mengikat Indonesia untuk meoerapkannya di 

dalam negeri dalam rangka hubungan perdagangan intemasiona! antara negara

negara anggota WTO, dimana salah satu tujuan dari WTO adalah untuk 

meminimalkan hambatan masuk (entry barrier} arus perdagangan dan jasa kc 

da!am satu Negara. Masuknya pemodal asing dalam perbankan Indonesia 

merupakan implementasi dari salah satu prinsip dalam perdagangan dan jasa 

international bagi anggota WTO yaitu National Jl·earmem, yaitu pengusaha asing 

memiliki kesernpatan dengan pengusaha domestik dalam berusaha disuatu negara, 

koodisi tersebut tentunya harus disadari akan dapat membawa pengaruh dari Juar 

Indonesia terhadap kondisi ekonomi atau usaha di Indonesia, dalam hal ini 

khususnya dunia perbankan. Pengaruh tersebut dapat terjadi karena pemilik suatu 

bank yang merupakan warga oegara asing dan/alau badan hukum asing yang 

menjadl pemegang saham mayoritas tentunya rnemiliki latar belakang kondisi di 

negara asa!nya, termasuk sistem hukum Indonesia yang berbeda dengan sistem 

hukum negara asal penanam modal asing, sehingga dapa< saja terjadi perbedaan 

pandang dalam pengelolaan bank karena [atar belakang sistem hukum dari 

penanam modal. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia yang berkaca kepada 

pengalaman krisis ekonomi 1997. dimana koodis.i perbankan nasional terpuruk 

yang salah satu sebabnya adalah pengawasan yang lemah baik internal maupun 

eksteroal dalam struktur perbankan Indonesia, maka sebagai implementasi dari 

Pilar Ketiga berupa Peningkatan Fungsoi Pengawasan dhvujudkan dengan 

pengaturan peningkatan fungsi pengawasan yang berrujuan untuk meningkatkan 

~, Jolumncs !brnhlm. Op.Ci! .. Hal. S 
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independensi dan efektifitas pengawasan perbankan yang ditakukan oleh Bank 

Indonesia yang .. ntara lain dengan penyempurnaan regu1asi rnengenai 

infrastruktur pendukung pengawasan bank dalam hal ini struktur kepemilikan 

puJa perbankan. 

Konoolidasi p~rbankan merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan 

perbankan Indonesia yang sehat dan !mat. yang diharapkan akan terjadi 

pengingkat economic r?f tJCtrle dari bank-bank di Indonesia. Pelaksanaan 

konsoiidasi di bidang perbankan dilakukan melalui penataan kembali struktur 

kepeml!ikan perbankan, yaitu anta~a Jain dengan regulasi perbankan telah 

dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8(16/PBI/2006 yang mengatur 

tentang kebijakan rnengenai Kepemilikan Tunggal pad a Perbankan Indonesia atau 

juga dikenal dengan sebutan "Single Presence Policy" (PBI SPP). 

2.3.1. Pokok-PokokPBI SPP 

Beberapa hal pokok yang diatur dalam PBI SPP yaitu antara lain 

sebagai berikut: 

2.3" 1. I .Kebijakan kepemilikan tunggai pada perbankan Indonesia tersebut 

merupakan salah satu bentuk konsolidasi perbankan yang bertujuan 

untuk mev...'Ujudkan struktur perbankan indonesia yang sehat dan 

kuat. 

Langkah-langkah konsolidasi perbankan tersebut dilakukan antara 

lain melalui penataan kembali struktur kepemilikan ,oada perbankan 

Indonesia, khususnya melalui penerapan kebijakan kepernilikan 

tunggal. 

2.3. 1.2 Kepemillkan tunggal adalah ketentuan yang mengatur bahwa suatu 

badan bukum, perorangan atau kelompok usf\ha hanya dapat menjadi 

pemcgang saham pcngendali hanya pada 1 (satu) Bank (Pasal l ). 

Pengertian mengenai pemegang saharn pengendali dalam PBI SPP 

(Pasal 1 ayat 3} ini adalah bad an hukum dan atau perseorangan at au 

kelompok usaha yang 

Universitas Indonesia 

Kepemilikan Tunggal..., Andri Latif, FH UI, 2009



37 

2J. 1.2. L memi!iki sa ham Bank sebesar 25% (dua puluh llma 

persen) atau lei;ih dari jumlalo saham yang dikeiuarkan 

Bank dan mempunyai hak suara; 

2.3 L2.2. memillki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima 

persen)dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan 

mempunyai hak suara :-~amun dap&t dibuktikan telah 

melakukan pengendalian Bank baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

2 . .3.1.3 .Kctentuan mengenal pemegang saflam pengendali terse but 

dikecualikan bagi (Pasal 2): 

23.L3.1. Pemegang saham pengendali pada 2 (dua) bank yang 

kegialan usahanya dilakukan dengan pnns1p yang 

berbeda (konvensional dan syariah). 

2.3.1.32. Pemegang saham pengendali pada 2 (dua) Bank yang 

salah satunya adalah Bank Campuran (Joint Venlure 

Bank). 

2.3 1.3.3. Bank Holding Company yang didirikan berdasarkan PBI 

SPP tersebut. 

2.3 lA.Bank Indonesia memberikan alternatif yang diberikan apabila 

ternyata setelah diberlakukannya PBI SPP, ternyata pcmegang saham 

pengendali termasuk dalam katagori yang tidak diperbolehkan 

sebagaimana diatur dalam PBI SPP (Pasal 3 ayat (I)): 

2.3 .1.4. I. pengalihan sebagian atuu seluruh kepemilikan sahamnya 

pada salah satu atau lebih Bank yang dikeoda!ikannya 

kepada pihak lain sehfngga yang bersangkutan hanya 

menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) Bank 

saJa. 

2.3J.4.2. melai.-ukan merger atau konsalidasi atas Bank~b.ank yang 

dikendafikannya dengan berdasarkan ketentuan yang 

mengatur tentang merger, konsoliciasi dan akuisisi Bank. 
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2.3.1.4.3. menunjuk salah satu Bank yang dikendalikan oleh 

pemt:gang saham pengendali sebagai Bank Holding 

Company. 

2.3. L.Uika terjadi kondisi pemegang sa ham pengendali pada suatu bank 

melakukan pembelian saham bank lain dan mengakibatkan yang 

bersangkutan menjadi pemegang saham pada lebih dari satu Bank 

(sebagalmana pasal J), maka pemegang saham ters.ebut berkewajiban 

untuk melakukan merger atau konsolidasi.{Pasal3 ayat (2)) 

2 3. 1.6.Proses pembentukan Bank Holding Company (BHC) dan 

pengalihan sabam dari pemegang saham pengendali kepada BHC 

dikecualikan58 dari ketentuan mengenai akuisisi bank umum dan 

pembelian saham bank umum. BHC merupakan badan usaha dalam 

bentuk perseroan terbatas serta dilarang melakukan kegiatan usaha 

perbankan selain menjadi pemegang saham Bank (Pasal4 dan Pasal 

5). 

2"3. L7.Penyes.uaian struktur pemegang saham pengendali wajib dilal-.llkan 

dalam waktu paling lambat pada akhir bulan Desember 2010 (Pasal 

7). 

· Dari ketentuan tentang Kepemilikan Tunggal Perbankan dalam PBI SPP, 

Bank Indonesia rnemberikan beberapa alternatif/opsi yang dapat dilakukan o!eh 

PSP dalam implementa.si regulasi tersebut yaitu: (I) Pengalihan sebagian atau 

seluruh kepemilikkan saham (dlvestasi) PSP pada salah satu atau lebih bank yang 

dikendalikan sehingga yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham 

pengendali pada I bank~ (2) rnelakukan penggabungan (merger) atau konso!idasi 

alas bank-bank yang dikendalikan; dan (3) rnembentuk Perusahaan Induk di 

Bidang Perbankan, atau dalam PBI SPP disebut Bank Holding Company (BHC) 

~s Bank Indonesia. Pcraturn.n Bank Indonesia Kcpemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. 
FBI l\:o_ 8/h!/PBi/200 !Cfl!lngga! 5 Oktober 2006. Lemb<~mn Negam Rcpublik Indonesia Tohun 
:woo Nomor 73. Pasal 4 ayat (I) Dalam hal Pemcgang Saham Pengendali memilih untuk 
membenbik Uank Holding Company sebag.aimana dirnaksnd dalam Pnsal 3 ayat (1) humfc. maka 
rencana pclahtm.1an pcmbentukan Bank Holding Cmnpany dan pcngalihan s.1.ham dari Pemegang 
Saham Pcngcndali kcpada Bank Holding Company wajib disampaikan kcpada Bank Indonesia 
dengan melarnpirkan dok"Umcn-dokumcn pendukung; ayal (J} Proses pcngaJihan salmm 
sebagaimana dimaksud p.1da aya.t { 1) dikocualik;tn dari ketentuan yang mengnlm tenlang Akuisisi 
Bank Umum dan Pembclian Bank Umum. 
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Dari ketiga opsi tersebut dari sisi kepemilikan, maka untuk opsi pertarna yaitu 

berupa pcngalihan sebagian atau seluruh kepemilikan saham (divestasi) akan 

menyebabkan PSP kehilangan pengendalian atas salah sato atau Iebih dari bank

bank yang tadinya dibawah pengendalian PSP, sedangkan untuk opsi kedua dan 

opsi ketiga PSP tidak kehilangan pengendalian atas bank-bank yang dirnilikinya. 

Melihat konsekuanesi dari opsi dalam PBI SPP tersehut maka piliht:n yang 

mungkin akan banyak dipilib oleh PSP dalarn implememasi PBI SPP adalah opsi 

kedua berupa merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikan atau opsi 

ketiga yaitu membemuk BHC sebagai perusahaan induk pada bank. 

2.3.2. Merger, Konso!idasi dan Akuisisl 

Beberapa peraturan perundangan di Indonesia tidak semuanya 

menggunakan istilah merger dan konsolidasj, ada yang menggunakan istilah 

penggabungan dan peleburan, arHara lain (I) Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1998 (PP 27/1998) menyebut dengan istilah ~lenggabungan dan 

peleburan59
; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 (PP 28/1999) 

menyebut dengan istitah merger dan konsolidasiw; (3) UUPT menggunakan 

istilah penggabungan dan peleburan61
. Selain aturan tersebut tentunya bagi 

'
9 Indonesia. Pcrill\lflUI Pemerint-alt Republik Indonesia Penggallungan, Pclcbunln dan 

Pengambilalih.an Pcrscroan Terbatas. PP No. 27 Talmo 199&, Lembaran Ncgar.t Republik 
[ltdoncsia TalJUn 1998 Nomor -W, , Pasal l aym ( l) Pcnggabungan adalah perbuaum lmkum yang 
dilaknkan olell sam pcrscroon atau lebih unruk mcnggabungkan diri dengan perscroan lain yang 
lelah ada dan se!anjwnya perseroan yang menggabungkan diri menjadl butmr: ayat (2) Pclebnran 
adalab perbuatan !iokum yang dilakukan olch dna perseroan atau lcbih untuk meleburkan diri 
dengan e<~m mcmbcmnk satu persero.•o bam dan maslng-mas!ng perscroan yang meleburkmt diri 
menjadi bubaL 

"'-' fndonesia. Perntunm Pcmcrintalt Republik Indonesia Merger, Kosolidasi dan Akuisisi Bank. 
PP No. 28 Talnm 1999 .. Lcmbcmm NegtuTI Republik Indonesia talum 1999 Nomor 61 lcmang. 
Pasal I ayal (2) Merger adalah penggabungan dun a!au lebih, denga.n cara tc!np mcmperiahankan 
berdirinva salah satu Bank dan membttbnrkan Bank-bank lainnya tanpa melikuidasi [erlebih 
dahulu: ayat (3) Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank alan lebilt deng;rn earn 
mendirikan Bank baru dan membubnrkan B:tnj-bank rersehutlanpa mclikuidasi terlebih dahn!u_ 

"
1 Indonesta. UndantHJndang Repnblik Indonesia Perserilllll Terbarns, UU No. -tO Talmn 20()7, 

Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lemffiiran Negarn 
Republik Indonesia Nomor H56. P'Jsal 1 aynt (9) Penggabnnga.n a<Utlnh pcrbuatanhukum yang 
dilakukan olcll sualu Perseroan at.aliiCbih untuk menggabungkan dlri dcngan Perseroan lain yang 
tclah ada yang men,gakibntkan aktiva dan pasiva dari Pcrscroan yang mcnggabu,ngkan diri bcralih 
karcnn huknm kepada Pcrscroan yang mcnerima pcnggabungan dan selanjutnya status badan 
lnikum Pcrseroan ~·aug mcnggabnnghm diri bera.kltir karcna hukum: ayat (10} Pcleburan adalalt 
pcrbnardii hukum yang dilakukan oleh dua Persc!o;m alau lcbih untuk melcburkan ~iri dcngan cnm 
mcndirik:an satu pcrscroan baru yang karcml hu.kum metnperoieJ1 akriva dan pasiva dari Perseroan 
yang meleburkan diri dan status badan hukum Pcscroon melehurkan diri bcrkahir karena hukmlL 
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perseroan terbatas yang telah berstatus terbuka (go publik), peraturan mengena[ 

merger dan konsolidasi juga tunduk kepada aturan yang dikeluarkan o!eh Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)_ 

Dari ketentuan tersebul maka untuk perbankan, istilah meger dipahami juga 

sebagai per.ggabungan yahu dimana dua bank atau lebih menggabungkan diri 

kepada salah satu bank yang menjadi ba:1k yang menerlma penggabung"an dan 

telap ada, sementara bank fainnya yang menggabungkan diri menjadi berakhir 

atau melebur kedalam bank yang menerima penggabungan sebagai contoh Bank 

Danamon yang merupakan hasil merger/penggabungan, sedangkan konsolidasi 

dipahami juga sebagai penggabungan adalah penggabungan dari beberapa bank 

yang bergabung kedalam bank yang didirikan untuk menerima penggabungan dari 

bank-bank tersebut, sebagai contoh Bank Mandiri yang merupakan 

penggabunganipeleburan dari Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang 

Negara dan Bapindo. 

2_33_ Bank Holding Company 

Dari opsi ketiga dalarn PBJ SPP., terdapat hal yang baru di \ndustri 

perbankan yaltu mengenai Perusahaan Induk di Bidang Perbankan atau BHC yang 

merupakan suatu istilah hukum baru dalam industrl perbankan di Indonesia, 

karena BHC berdasarkan PBI harus berbentuk perseroan terbatas rnaka sebagai 

konsekuensi hukum BHC tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT}. Dari istilah "Bank Holding 

Company" atau Pemsahaan Induk di Bidang Perbankan tidak diatur baik dalam 

UU PT maupun UU Perbankan_ Dalam lJU Perbankan bentllk bank hanya 2 

bentuk yaitu Bank Umum dan Bank Perkredita.n Rakyat62
. 

aynl (ll) Pcngambilnlihan adalab pcrbuat;m hukmn yang dil<tknkan olch badan hukum a tau 
pcrscomngan tmluk mcngmnbil a!ih salmm Pctseman yang mengakibalkan bcnllilmya 
pcn,pcudalian atas Pcr.scroan Lerscbut · 

6"lndoncsia, UU No 10 Talmn !99R, Op.CtL Pasal 1 ayat (2} Bank adalah badan usalm yang 
menghimpun d."Um dati masyarokal da!am bcntuk SHnpanan dan mcnya!utkann:ya kepada 
masyar<ikat dalam bcnluk kr.::dii da:amau bcntuk·benruk laltmya dalam rangka mcningkatkan tarar 
hidup mkyar banyak: aym (3) Bank Umum adalah bank yr~ng melaksanakan kegialan usaha secam 
konvcosional dan t!lan berdnsarkan Prinsip Syariah yang dalam kcgialarut~'a mcmberiknn jasa 
dalam lain Iimas pcmbaynrnn: arat (-I) Bank Perkreditnn Rah·yai adnlah bank yang melaks:makan 
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Dalam Black's Law Dictionary63 adalah "flo/ding Company - A company 

formed to control other companies, m>il. confining its role to owning slack and 

supevising management", selanjutnya The Free Dicticnary64 mendefinisikan 

"hank holding company- a holding company owning or controlling one or more 

hanks". Di Amer:ka istilah BHC telah dikenal dengan adanya Bank Holding 

Company Act, 195665
, dimana definisi BHC da.lam Dank Holding Company Act 

adalah suatu perusahaan yang memiliki pengendalian atas bar.k atau atas 

perusahaan yang merupakan atau menjadi bank holding company berdasarkan 

undang-undang tersebut66
. Dari Bank Holding Company Act tersebut, maka sejak 

tahun 1956, di Anierika telah mengatur tentang perusahaan induk yang 

merupakan pemegang saham pengendali dari bank-bank yang merupakan anak 

perusahaan. 

Dari beberapa definisi tersebut maka pengertian dari BHC secara substansi 

JUga mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu bank atau suatu perusahaan 

yang mengkonsolidasi dan mengendalikan secara langsung aktivitas bank-bank 

(anak perusahaan) yang dimiliki oleh suatu bank holding company. Berdasarkan 

PBI SPP, BHC juga diatur demikian yaitu dapat berupa badan hukum baru bukan 

bank yang akan bertindak sebagai BHC, atau; salah satu bank yang dimiliki 

pemegang saham pengendali yang ditunjuk menjadi BHC. BHC dalam dunia 

perbankan wajib memberikan arab strategis dan mengkonsolidasikan laporan 

kel!angan dari bank-bank yang menjadi anak perusahaannya, sehingga dengan 

demikian BHC memiliki pengaruh pengendalian yang cukup ke dalam bank-bank 

anak perusahaannya67
. 

kcgiatan usaha sccara konvcnsional dan atau bcrdasarkan Prinsip Syariah yang dalmn kcgiatannya 
tidak memberikan jasa dalam lalu lint<ls pembayaran: 

6lBlack's Law Dictionary, Op.Cit. hal. 298 
C>-11l1e Free Dictionary. http://www.thefreedictionan'.com/bank+holding+compam diakses .J Juli 

200Y 
r,sAmerika Serikat. Bank Holding Company Act 1956. Fedeml Deposit lnsumncc Corporation. 

lmp://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/6000-200.html. diakses -1- Juli 2009. ··se if enacled hy 
!he Senale and House of Representatives of/he Uniled Stales of America ini Conw-ess assembled. 
Thai/his Aclmay he ciled as the "Bank Holding Company Acl 1956" 

66 Ibid. Seclion 2 (a) (lj £Y:cept as provided in paragraph (5) of this srtbsecrion, ""bank holding 
company" mean.~ any company which has con/rol over any hank or over any company !hat is or 
becomes a bank holding company ~v virlue of/his act. 

c.~ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia tcnanggal 12 Dcscmbcr 2007 Nomor 
9/32/DPNP. Kepcmilikan Tunggal Pada Pcrbankan Indonesia. 
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Perubahan kepemilikan bank yang teJjadi dengan melalui alternatif 

pembentukan BHC dal(lrn pelaksanaan pengalihan saham (akt1isisl) kepemilikan 

saham dari PSP kepada BHC sebagaimana dfuraikan dimuka, dikecualikan dari 

peratu.an perundangar. yang tentang merger, konsolidasi dan akuisisi pe1bankan, 

sementara UU Perbankan mengatur bahwa ketentuan mengenai merger, 

k:onso!ldasi dan akuisisi diatur dalam peraturan pemerintah6 ~', sebagaimana telah 

tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 (PP 28/1999). Dalam 

penjelasan PBI SPP tersebut tidak terdapat pcnjelasan mengenai peraturan 

perundangan yang digunakan sebagai daSar hukum oleh PSP untuk melakukan 

per.gaUhan kepemilikan saham-saham bank-bank yang dikendalikannya kepada 

BHC. Sampai saat ini belum ada contoh dari pembentukan suatu BHC sebagai 

alternatif pelaksaaan penyesuaian aturan mengenai kepemilikan lunggal pada 

perbankan Indonesia berdasarkan PBI SPP. 

Untuk saat ioi terdapat pada bank pemerintah terdapat ba:ok~bank dengan 

pemegang saham pengendali yang sama yaitu bank-bank pelat merah (Bank 

Mandiri, Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara 

Indonesia), kondisi rersebut pada awal dikeluarkannya PBI SPP telah 

menlmbulkan polemik69
• dimana dari Kementrian Negara Badan Usaha Milik 

Negara mengajukan permintaan pengunduran batas waklu penyampain rencana 

bisnis bank-bank milik Negara70
, sehingga dapat tetjadi kemungklnan tengat 

waktu pelaksanaan lmplementasi kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan 

menjadi mundur. 

(.l!Jn~one~iH. UU ~o: ~0 Tahun 199&. Loc.CiL pasal 2& :~y;u (2) Kcicmuan mengeruU merger. 
konsohdas1 dan ak:us1st ili!etapkan dengan Peraturnn Pemerin!ah. 

69
DJr:_ko RctnadL SJngie Pr~nce P!:;Hcy ~I!!Lihe i';;Jtional Ba,nking Map. (Economic Review. 

No. 20:;; 2006} haLl. 
7
u Kcpemilikan Tunggal Pcrbankau Bakal Molor, 

hHp:/~'\VW.CbciJ1doncsla.cqm/bcfit.1/l0071l lf392J. 8 Dcscmber 2008 
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BAB3 
ASPEK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 

TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA 
TIDAK SEliA T BERKAITAN DENGAN MERGER, KONSOLIDASI DAN 

AKUSISI BANK 

3.1. HUKUM PERSAINGAN USAHA 

Salah satu esensi penting bagi terselenggaranya pasar bebas adalah 

persaiogan para pelaku pasar dalarn memenuhi kebutuhan konsumen. Dapat 

dlpahami bahwa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh 

satu atau dua atau beberapa pelaku usaha saja (monopoii dan oiigopoli) 

Dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha akan 

membuka peluang untuk menghindarl atau memat!kan bekerjanya 

mekanisme pasar sebingga pelaku usaha yang sedikit dapat mencakup 

daerah pemasaran yang luas, mengatur harga, kualitas dan kuantitas barang 

dan jasa. Banyaknya hal-hal yang harus diatur dalam pasar antara lain (1) 

Barang yang diperjualbelikan~ (2) Jumlah penjual dan pembeli yang banyak~ 

(3) Hambatan bagi seiap penjua( untuk masuk atau keluar dari pasar~ dan (4) 

Penjual dan pembeli mengetahui informasi secara sempurna. diperlukan 

partisipasi huk'Um agar dapat mencapai idealisme pasar agar tidak memgikan 

bagi pelaku usaha, memberikan tempat yang ideal bagi pembeli dan menja"ga 

keseimbangan antara kepentingan privat dan publik71 

Dcwasa ini sudah !ebih dari 80 oegara di dunia yang telah memiliki 

Undang~Undang Persaingan Usaha dan anti Monopoli72
. Langkah negara

negara tesebur mempunyai tujuan untuk melelakan dasar bagi suatu aturan 

hukum uotuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha 

yang sehat. Indonesia juga termasuk negara yang S{tat ini sudah memiliki 

undangwundang pers<1ingan usaha dengan Undang-Undang No5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktck Monopoli dan Persaiogan Usaha Tidak Sehat (UU 

Anti Monopoli). 

''Sri Rcdjcki Hanono. Op Cil., hal. 141. 
": Johny lbrrth!nt Huk(Im P~!lingan Usalm. Op.CiL hat. L 
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UU Anti Monopoli Indonesia tersebut lahir pada masa reformasi 

setelah tetjadi krisis ekonomi di Indonesia, dari penjelasan UU Anti 

Monopoli tersebut maka latar belakang dikeluarkannya uodang-undang 

tersebut adalah untuk menciptakan demokrasi datam bidang ekonomi yang 

memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk 

berpartisipasi di dalam proses produk dan pemasaran barang dun .atau jasa, 

dalam lkllm usaha yang selmt. efekti( dan efisien sehingga dapal medcrong 

pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar dan juga 

agar setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi 

persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya 

pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, serta dengan tetap 

memperhatikan pelaksanaan kesepakatan yang harus dilaksanakan 

Pemerintah Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian intemasional. 

Sistem ekonomi pasar berarti memberikan kesempatan berusaha bagi 

setiap pelaku usaha baik pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha 

asjng dan proteksi-proteksi dari pemerlntah tidak dikenal lagi bahwa peran 

pemerintah sebagai pelaku usaha perlahan dihilangkan73
. Di Indonesia 

ekonomi pasar yang dlkembangkan bukanlah dalam arti sebebas-bebasnya, 

tctapi terikat kepada peraturan perundang-lmdangan yang berlaku dalam hal 

ini adalah hukum persaingan usaha yang diatur dalam UU Ant( Monopoli. 

3.2. SISTEMATlKA UNDANG-UNDANG NO.5 TAHU!\" !999. 

Dari sistematika UU Anti Monopoli tersebut, maka teriihat adanya 

pembatasan yang diatur dalam pcrsaingan usaha (Perjanjian yang dilarang. 

Kegiatan yang dilarang dan Posisi Dorninan yang diiarang) yaitu sebagai berikut: 

L Perjanjian yang dilanmg, yang secara umurn mcmiliki pengertaian 

sebagai sua!u perisriwa dimana dua orang atau lebih saling berjanjian 

untuk melakukan suatu hal. Jenis-jenis dari perjanjian yang dilarang 

adalah me!iputi. 

' 3 HcnmmsyalL Pokok-PokokJ~£rS<Iingan Us»h<l di lndonesia. (Kcncana Prcnada Group. Jnknnn. 
Tahun 2008). haL 17 
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L L Oligopoli. 

Pengertian oligopoli dalam Black's Law Dictionary74 mengatakan: 

"control or domination qf a market by a few farge sellers, creating 

high prices and lmv output similar to those found ilr a monopoly". 

Oligopoli menurut UU Anti Monopoli adalah sehagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: Pelaku usaha 

dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha Jain untuk 

secara bersama~sama melal..-ukan penguasaan produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan 

terjadlnya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat;. dan Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Pelaku Usaha patut 

diduga atau dianggap secara bersama-sama meJakukan penguasaan 

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (I), apabila dua atau tiga peiaku usaha a tau 

kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar 

satu jenis barang atau jasa tertentu. 

1.2. Penetapan Harga yang terdiri dari: 

1.2. 1. Penetapan Harga {price fixing), dimana menurut Black's 

Law Dictionary dikatakan· "a combination formed for the 

purpose t:?f oud with the. f!.ffect f!f ralsing, depressing. fixinp,, 

pegging, or stabilizing the price of a commoditY', 

sedangakan penetapan harga menurut UU Anti Monopoli 

sebagaimana pasa! 5 ayat ( l} ada! all: Pelaku usaha dilarang 

membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk 

menetapkan harga atas sual!J barang dan atau jasa yang 

harus dibayar oleb konsumen atau pelanggan pada pasar 

bersangkutan yang sama, ayat(2) Ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (I) tidak berlaku bagi (a) suatu 

perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau (b) 

;.1 Black's Law Dictional)', Op.Cit haL! 120 

Universitas lndonesla 

Kepemilikan Tunggal..., Andri Latif, FH UI, 2009



46 

suatu per.JanJian yang didasarkan undang-undang yang 

berlaku. 

1.2.2. Diskriminasi harga (price discriminarion) sebagaimana 

dimaksud dalam UU Anti Monopoli pasal 6: Pelaku usaha 

dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli 

yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari 

harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang 

dan atau jasa yang sama. 

1.2.3. Penetapan harga dibawah harga pasar (predafOIJ' pricinng) 

sebagaimana dimaksud dalam UU Anti Monopoli pasal 7: 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga 

pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat. 

1.2.4. Perjanjian dengan Persyaratan Tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam UU Anti Monopo!i Pasal 7: Pelaku usaha 

dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 

memuat persyafatan bahwa penerima barang dan atau jasa 

tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau 

jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah dari 

pada harga yang telah diperjanjian sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

3. Pembagian Wilayah, adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku 

usaha untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar 

terhadap barang dan atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 

UU Anti Monopoli. 

1.4. Pcmboikotan, berasal dari kala boikot yang dalam bahasa Inggris 

disebut "hoycott". Berdasarkan Black's Law Dictionary75 boikot 

adalah "concerted refusal to do husiness with particular person or 

"~Black's Law Dictionary. Op.Cit. hal. l9S 
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business in order to obtain concessions or to express displeasure 

with certa;n acts or practices of perso11 or business". Pada UU 

Anti Monopoli yang dirnaksud dengan pemboikotan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 10 ayat (l): Pelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian, dengan pe!aku usaha pesamgnya yang dapat 

mengha!angi pelaku us:aha lain <mtuk melakukan usaha yang sama. 

baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri: 

Pasal 10 ayat(2) Pelaku usaba dilarang membuat perjanjian dengan 

pelaku usaha pesaingnya, untuk menjual setiap barang dan atau 

jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut: (i) 

merugikan atau dapat diduga akan merogikan pelaku sauah lain; 

atau (ii) membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau rnembeli 

setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan. 

1.5. Kartel, menurut Black's Law Dictionary76
, kartel adalah "A 

combinG!iou qf producers of any product joined together to 

contgrol ist production, sale and pr;ce, sa as to obtain a monopoly 

and restrict competition in any particular iudusuy or commodity. 

Such e).-ist primarily in F.urope, being restricted in United States by 

anturits! laws. Alm, an association by agreemenl of companies or 

sections of companies having common inlere.\l, designed to prevent 

extreme of mtlair G'ompefifion an allocate markels, to promote the 

interchange of knowledge resulting from scienf~l1c and technical 

research, exchange of patent rights, and .\·fandari::afion of 

product". Berdasarkan UU Anti Monopoli Pasa! 11 disebutkan 

Kartel yang di!arang adalah Pelaku Usaha di!arang mernbuat 

pet]anjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud 

untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau 

pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dap-at mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atu persaingan usaha tidak sehat 

'r, Blm:K's Law Diction<lf)', Op.Cit haL 227 
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1.6. Trust, adalah perjanjian untuk melakukan kerjasama dengan 

memUentuk gabung.an perusahaan atau perusahaan atau perseroan 

yang lebih besar dengan tetap menjaga drln mempertahankan 

kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan 

anggotanya, yang bcrtujuan untuk mengontrol produksi dan atau 

pemasaran alas barang dan atau jasa 77_ Pada UU Ant! Monopoli 

Pasal 12 trust diatur sebagai berikut: Pelaku usaha dilarang 

membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan 

kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau 

perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan 

mempertahankan kelangsung hidup masing-masing perusahaan 

atau perseroan anggotanya, yang bcrtujuan untuk mengontrol 

produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga 

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

1.7. Oligopsoni, adalah perjanjian yang bertujuan unluk secara 

bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar 

dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar 

yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 LIU 

Anti Monopoli. 

J S. Integrasi Vertika! (vertical integration), rlalam Black's Law 

Dictionary diartikan sebagai "Combination of two or more 

buslness on different levels of operation such as manufacturing, 

wholesaiJng and retailing the same product''. Dari sudut pandang 

perusahaan integrasi vertikai memberikan manfaat karena dapat 

memungkinkan pcrnsahaan bersangkutan unwk mengurangi biaya 

produksi dan distribusinya dengan cara mengintegrasikan kegiatan

kegiatan yang berurutan, atau karena integrasi adalah penting 

untuk menjamin penyediaan masukan dan saluran-saluran 

distribusi yang dapat dipercaya untuk mempertahankan daya 

'' Hermansy:alt Pokok-Pokok Pcrsamg.1o Us.;lm di lndoncsia. Op.CiL haL 34_ 
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saing78
, Integrasi vertikal ini adalah perjanjian antara para pelaku 

usaha yang bertujuan untuk mengua.sai produksi sejumlah produk 

yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa 

tertentu yang setlap rangkaian produksi merupakan hasil 

pengolahan atau proses lanjutanm baik dalam salu rangkaian 

langsung rnaupun tidak !angsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 

14 UU Anti Monopoli. 

1.9. Perjanjian Tertutup, sebagaimana cliatur datam Pasal 15 UU Anti 

Monopoli, ayat {1) Pelaku usaba dilarang membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha lain yang rnemuat persyaratan bahwa pihak 

yang menerima barang dan atau jas.a hanya akan memasok atau 

tidak memasok kembali baran dan atau jasa tersebut kepada pihak 

tertentu dan atau pada tempat tertentu~ ayat (2) Pelaku usaha 

dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat 

pers.yaratan bahwa pihak yang menerima harang da11 atau jasa 

tertentu harus berseda membeli barang dan atau jasa lain dari 

pelaku usaha pemasok; ayat (3) Pelaku usaha dilarang mernbuat 

perjanjlan mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang 

dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pefaku usaha yang 

menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok, (i} 

hams bersedla membeh barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha 

petoasok; atau (ii) tidak akan membeli barang dan atau jasa yang 

sam a a tau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari 

pelaku pemasok 

10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negerl, adata perJanJtan yang 

memuat ketentua.n yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan a.tau persa1ngan usaha yang tidak sehat sebagaimana 

diatur dalam Pasal 16 UU Anti Monopoli yaitu Pelaku Usaha 

dllanmg membuat perjanjian yang dapat. mengakibatkan teiJadinya 

praktek monopali dan a tau persaingan usaha tidak sehat 

·,~ Hcrmansyah Pokok~Poko}> Pcnmlngan Usah<1 di Indonesia, Op.Cit, haL 36. 
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2. Kegiatau yang dilarang. dalam UU Anti Monopoli tidak ditemukan 

pengertian mengenai "kegiatan" namun ketentuan dalam UU Anti 

Monopoli dapat dirumuskan bahwa "kegiatan'' adalah suatu aktifitas 

yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usahn yang berkaitan dengan 

proses dalam menjalankan kegiatan usahannya, adapun jenis-jenis dari 

kegiatan yang dilarang dalam UU Anti Monopoli adalah meliputL 

2.1.Monopoit, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Anli 

Monopoli yaitu: ayat (f) Pelaku Usaba dilarang melakukan 

penguasaan atas produksi dan atau pernasaran barang dan atau jasa 

yang dapat mengakibatkan terjadinya pra!...1ek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat; ayat (2} Pelak-u usaha patus diduga a tau 

dianggap melakuan pengusaaan atas produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: 

(i} barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; 

atau (ii) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke 

dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau (iii) 

satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaba menguasai lebih 

dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

2.2.Monopsoni, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 l:U Anti Monopoli, 

yang pada prinsjpnya adalah mcnguasai penerimaan pasolan atau 

menjadi pernbeli tunggal atas baran dan atau jasa dalam pasar yang 

bersangkutan. 

2.3.Penguasaan Pasar, dlatur dalam Pasal19 sampal dengan Pasal21 UU 

Anti Monopoli, dimana kegiatan tersebut dilarang karena dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopo!i dan atau persaingan 

usaha tidak sehat 

2 APersekongkolan, dalam L 'U Anti Monopoli Pasal 22 diatur babwa 

pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebingga dapat 

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak schat. Selanj!Jtnya 
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dalam Pasal 23, diatur bahwa Pelaku usaha dilarang bersekongkol 

dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha 

pesaingnya yang diklasifikasikar. sebagai rahasia perusahaan 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 

sehat, dan terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 24, pelaku usaha 

dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat 

produksi dan atau pemasarar. barang dan utu jasa pela!ru usaha 

pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang 

ditawarkan atau dipasok pasar bersangkutan menjadi kurang baik 

Dari ketentuan tentang persekongkolan terdapat tiga hal yang 

berkaitan dengan persekongkolan yaitu tender, informasi atau rahasia 

perusahaan dan upaya menghambat produksi. 

3. Posisi Dominan, dalam P.asal 1 ay£r.t 4 UU Anti :Monopoli, adalah 

keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesain yang berarti di 

pasar yang bersangkutan dalam kaitannya dengan pangsa pasar yang: 

dikuasal atau pelaku usaha · mernpunyai posisi tertinggi di antara 

pesaingnya di pasar hersangkutan dalam kaitan rlengan kemampuan 

keuangan kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta 

keniampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan baraog

barang tertentu. Adapun bentuk-bentuk posisi dominan dalaru LlJ Anti 

Monopoli adalah 7~·> 

3.l.Poslsi dominan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 

25, ayat ( 1) Pe!aku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk: (l) menetapkan 

s.yarat-syarat perdagangan dengan wjuan untuk mencegah dan atau 

menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang 

bersaing, baik dar( segl harga maupun kualitas; atau (ii) membatasi 

pasar dan pengembangan teknologi; atau (Iii) menghambat pelaku 

usaha lain berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar 

bersangkutan. Se[anjutnya ayat (2) Pelaku usaha memiliki poSJSl 
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dominan sebagaimana dimaksud ayat (I) apabila: (i) satu pelaku 

IJ.iaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasi 50% atau lebih 

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau {ii) dua atau 

tiga usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih 

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

3.2.Posisi dominan karena jabatan rangkap, diatur dalam Pasa[ 26 UU 

Anti Monopoli yaitu sescorang yang menduduki jabatan sebagai 

direksi atau komisaris dar! suatu perusahaan, pada waklu bersamaan 

ditarang merangkaJ? menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan 

lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut{i) berada dalam pasar 

bersangkutan yang sama; atau (ii) memiliki keterkaitan yang erat 

dalam bidang dan atau jenis usaha; atau (iii) secara bersama dapat 

menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat. 

3.3,Posisi dornlnan karena kepernilikan saham mayoritas, diatur dalam 

Pasal 27 UU Persaigan Usaha yaitu Pe!aku usaha dilarang memiliki 

saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan 

kegiatan usaha dala bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang 

sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan 

usaha yang sama pada pasar bersangkutang yang sama apabila 

kepemi!ikan tersebut mengakibatkan: (i) satu pelaku usaba atau satu 

kelompok pelaku usaha mengt!asi 50% alau lc:bih pangsa pasar satu 

jenis barang atau jasa tertentu; (ii) dua atau tiga usaha a tau kelompok 

pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis 

barang atau jasa tertentu. 

3A.Posisi dominan karena penggabungan, peleburan dan 

pengambilalihan, yang diatur daiam Pasal 28 UU Anti Monopoli: 
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3.5.Ayat (J) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau 

peleburan badan usaba yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

3_6,Ayat (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilaHhan saham 

perusahaan lain apab!la tindakan tersebut dapat mcngakibatkan 

terjad!nya praktek monopoli dan atau Persaingan usaha tidak sehat 

3.7.Ayat (3) Ketentuan !ebih lanjut mengenai penggabungan atau 

peleburan badan usaha yang dilarang sebagaiana dimaksud dalam 

ayat I ,dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

SeJanjutnya berkaitan dengan penggabungan, peleburan dan 

pengambilalihan diatur dalam Pasal29 ayat (J) Penggabungan atau 

peleburan badan usaha atau pengambilallhan saham sebagaimana 

dimaksu dalarn pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nila[ 

penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada 

Komisi, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal peng_~abungan, 

peleburan atau pengambilalihan tersebut~ ayat (2) Ketentuan ·tentang 

penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam 

Peraturan Pemerintah, 

3.3. I'I:NGGABUNGAN, I'ELEBl:RAN DAN PENGAMBILALIHAN 

BANKPADA UU ANTIMONOPOLI. 

Dalam praktek persaingan usaha yang tidak sehat secara umum terbagi 

dalam tiga kelornpok besa~, kelompok pertama berisi perjanjian-perjanjian atau 

perbuatan-pcrbuatan bersama antara pemsahan-perusahaan yang bersaing dalam 

rangka mengurangi persaingan diantara mereka; kelompok kedua berasal dari 

akuisisi dari sa1u posisi dominan dalam suatu pasar ofeh satu perusahaan; dan 

S!.l Peter Muchlinski. MnltinaLionaL.Enterprises and .\!)C: Law. (Oxford UK: Blackwell Publishers 
Lut !999)_. haL 385. 
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kelompok ketiga perbuatan (oleh perusahaan) yang berkaitan dengan merger dan 

ak:uisisi. Merger dan akuisisi dilakukan oleh perusahaan dalam raugka ekspansi 

operasional dengan melakukan penggabungan dengan perusahaan lain menjadi 

satu peru~ahaan baru hasil penggabungan. Suatu penggabungan perusahaan 

(merger) dapat dilakukan secara horisonta! antara perusahaan~perusahaan yang 

saling bersaing pada tingkatan yang sama, atau secara horisontal misatnya antara 

suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang merupakan pernasoknya atau 

perusahaan lain penyalur produknya81
. Hal inilah yang yang diatur dalam hukum 

persaingan usaha untuk mencapai persaingan usaha yang sempurna pada UU Anti 

Monopoli sebagaimana tersebut dlatas. 

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(UUPT) diatur mengenai penggabungan, peleburan dan pengambllalihan suatu 

perseroan terbatas yaitu sebagai berikut: 

:L3.l. Penggabungan, berdasarkan Pasal 1 ayat 9 UUPT, adalah perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk 

menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang 

mengakibatkan aktiva dan paslva dari peseroan yang menggabungkan 

diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerimt~ 

pcnggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroar.. yang 

menggabungkan diri berakhir karena hukum. 

Scbagaimana dikemukakan pada Bab H. di Indonesia istilah 

penggabungan sering juga disebut dengan istllab merger. Kala merger 

berasal dari bahasa Inggris yaitu merge yang berarti menggabungkan, 

Dalam PP No. 28 Tahun 1999, istilah yang digunakan adalah merger, 

sedangakan dalam PP No. 27 Tahun 1998 istilah yang digunakan adalah 

penggabungan 

3.3.2. Peleburan, berdasarkan Pasal l ayat 10 UUPT, adalah perhuatan hukum 

yang dilakukan dua perseroan atau lebih untuk meleburkan di:i dengan 

cara mendirikan satu perseroan bam yang karena hukum memperoleh 

8
; Ibid. hal. 386 
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aktiva dan pasiva dari peseroan yang meleburkan diri dan status badan 

hukum yang meieburkan diri berakhir karena hukurn. Istilah peleburan 

juga digunakan dalam PP No. 27 Tahun 1998, sementara dalam PP No, 

28 Talmn I 999 Pasal 1 ayat 3 disebut Konsolidasi 

3.3.3 Pengambilalihan, berdasarkan Pasal l ayat ll UUPT, adalah perbuatan 

hukum yatlg dilakukan oieh badan hukurn atau perorangan untuk 

mengambll alih sabam perseroaa yang mengakibatkan beralihnya 

·pengendalian atas perseroan tersebut Dernikian juga dengan PP No. 27 

_Tahun 1998 menggunakan istilah pengambi!alihan, sedangkan da{am 

PP 28 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 4, disebut akuisisi, yaitu 

pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang rnengakibatkan 

beraiihnya pengendalian terhadap banlc Selanjutnya dalam PP 28 

Tahun 1999 tersebut, pada pasal 9 diatur bahwa pernlihan pengendalian 

karena akuisisi adalah apabila suatu badan hukum atcm perorangan 

menjadi pemegang saham lebih dari 25% dari saham yang telah 

dikeluarkan dan mempunyai hak ~mara. 

Dalam kegiatan ekonomi, pelaku usaha melakukan usaha penggabungan 

bertujuan .untuk: (a) memperbesar modal; (b) menye!amatkan kelangsungan 

produksi; (c) mengamankan jalur distribusi; (d) memperbesar sinergi perusahaan; 

dan {e) mengurangi persaingan serta menuju pada monopolistik82
. Sedangkan 

clalam akuisisi teijadi dengan kondisi perusahaan yang melakuk.an akuisisi adalah 

pelaku usaha (perusahaan) yang memiliki modal kuat, mempunyai operasi bisis 

yang luas, manajemen yang teratur dan terkeiompok da!am konglomerast"3
. Dari 

tujuan tersebut maka suatu perusahaan melakukan penggabungan antara lain 

karena kondisi permodalan, kemudian untuk meningkatkan produksi, kebutuhan 

penyaluran produksi, sementara disisi lain akuisisi bcrtujuan untuk meningkatkan 

atau memperluas operasi blsnis dan jalur pendisrribusian yang lebih luas yang 

terkelompok dalam suatu kelornpok usaha yang besar. 

K! Abdulkadir Muhammad. Hulrum Perusahaan hidQn~sia. Cet."lkan Kctig<!_,Rev1si {Bandlwg: PT. 
Citra Adilya &ukti, 2006), hal347_ 

~ 3 Ibid, lutl 332. 
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Secara umum merger dan akuisisi sering dianggap sama, namun sejatinya 

kedua isriiah l0rsebut memiliki perbedaan khususnya akibat hukum dari badan 

hukum pihak-pihak dalam kedua peristwa tersebut, tidak seperti mefger akuisisi 

dapat digambarkan ketika suatu perusahaan rnengambilalih saham dari perusahaan 

la[n dan tidak terjadi pertukar~n sabam atau konsolidasi sebagai suatu perusahaan 

baru masing-masing pemsahaan tetap ada, sedangkan merger dapat digambarkan 

dimana dua perusahaan setuju untuk bergabung menjadi suatu perusahaan baru 

dimana saham~saham perusahaan tersebut dijadikan satu sebag.ai saham 

perusahaan hasil merger84
. 

Dalam rnelakukan pcnggabungan, peleburan, pengambilalihan dan 

pemisahan, dalam UUPT pasal 126 ayat 1 mengatur hal-hal yang wajib 

diperhalikan oieh perseroan yaitu: (I) perseroan, pemegang saham minoritas dan 

karyawan perseroan; (2) kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan (3) 

masyarakat dan persaingan sehat da!am melakukan usaha. Dalam UUPT tersebut, 

pesaingan yang sehat dalam rnelakukan usaha, merupakan salah satu hal yang 

ditentukan sebagai suatu hal yang wajib dlperhatikan oleh perseroan (pelaku 

usaha) dalam melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (merger, 

konsolidasi dan akuisis.i. 

Sejalan dengan hal tersebut, dari aspek hukum persamgao usaha, 

penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan melihat merupakan 

tindakan dari suatu perseroan atau pelaku usaha (corporate action) dalam kegiatan 

perekonomian yang dzpat menjadi mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehats5
, karena hai tersebut maka penggabungan, 

peleburan dan akuisis:i mendapat porsi aturan yang diperht'!tikan karena dapat 

berakibat (I) ierciptanya atau bertarnbalmya konsentrasi pasar yang dapat 

menyebabkan harga produk semakin tlnggi; (2} Kekuatan pasar menjadi semakin 

besar yang dapat rnengancam pebisnis keciL Dalarn UU Anti Monopoli, adanya 

penggabungan yang patut diduga terjadi persaingan usaha tidak sehat ditentukan 

S·t lnYestopcdia, Margcr and Acquisitions: Definition. 
ll!!p://www.invcstopedhl.co!lllunivcrsitv/mcrgcrs/mergcr~l .asp . dinkscs ..J. J uh 2009. 

K'l Naskah Akademis !Cntang Pcrsainga.n l.Jsaha dan Anli Monopoli. Mahknmalt Agung. Talmo 
2005. 
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dari nilai aset basil penggabungan atau peleburan (pasal 29) yang untuk itu akan 

diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah yang sampai saat ini belum terdapat 

peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan UU Anti Monopoli. 

Pada Bab H, telah diuraikan bahwa dalam UU Perbankan, peraruran 

pelaksanaan untuk merger. konsolidasi dan akuislsi pada ba11k dlatur da[am 

peraturan pemerintah, yaitu PP No. 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang 

merger, konsoliciasi dan aku!sisi khusus untuk bank umum. Dalam PP No. 28 

Tahun 1999 tersebut, aspek persaingan usaha dalam kegiatan perbankan 

dimasukan dalam hal-hal yang diperhatikan oleh industri perbankan da!am 

merencanakan dan melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi, sebagaimana 

diatur dalam Pasa! 5: Merger, Konso!idasi, dan Akuisisi Bank dilakukan dengan 

memperhatikan: (a) kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan 

karyawan Bank; (b) kepentingan rakyat banyak dan persalngan yang sehat dalam 

melakukan usaha Bank. 

Dari uraian diatas, berkaitan dengan implementasi PBI SPP, terdapat kondisi 

yang harus dicermati yaitu PBI SPP mengatur bahwa suatu pelaku usaha yang 

menjadi pemegang saham pengendali lebih dari satu bank harus melakukan 

merger dan konsolidasi dengan menunjuk kepada peraturan p.emerintah. 

Berdasarkan PP 28 Tahun 1999 beralihnya pengendalian atas suatu perusahaan 

terjadi apabila pemegang saham memiliki saham Jebih dari 25% dari saham yang 

telah dikeluarkan dan mempunyai bak suara, sernentara berdasarkan PP 29 Tahun 

1999, suatu penanam modal dapat membeli saham bank sampai dengan 99% (baik 

asing maupun domestik), sehingga konsekuensi logisnya adalah penanam modal 

tersebut menjadi pemegang saham pengendaiL Mengingat sampai saat ini belum 

terdapat peraturan pemerintah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan86 

sebagaimana yang diatur oleh Pasa! 29 UU Anti Monopoli, maka dalam 

pelaksanaan implementasi PBI SPP yang dibatasi sampai dengan akhir tahun 

20 lO, akan dapat terjadi persoalan hukum berkaitan dalam penerapan UU Anli 

Monopoli. 

81'M. Udin Silalahi, Merumti PP Merger: KPPPU dapat Me.ngchl?.rkan Pcdoman Pen,ggabungaq 
!J:g)..ha _ hup:!/la\~'Cncon.com/indcx.pltri?ontlon""com contcnl&vien=aniclc&id~ 7I·mcna:nti:::Eb, 
Diakseslanggal4 Juli 2009. 
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Peraturan Pemerintah mengenat aturan merger dan alruisisi diperlukan 

sebagai peraturan pelaksana dari Pasai 28 dan Pasal 29 UU Anti Monopoli, 

peraturan pemerintah tersebut sangat dibutuhkan oleh dua undang-undang terkait 

dengan merger dan akuisisi yaitu UU Anti Monopoli dan UUPT, karena ketentuan 

mengenai merger dan akuisisi dalam kedua undang-undang tersebul mengatur 

bahwa kebijakan mengenai merger dan akuisisi diatur !eb!h lanjut dalam peraturan 

pcmerintablri, Syamsul Maaiif, Kctua Komisi Pengawas Persainga11 Usaha 

(KPPU) (saat itu) mengungkapkan bahwa nantinya merger dan akuisisi diatur 

dalam dua peraturan pemerintah yang berbeda. Peraturan pemerintah merger dan 

akuisisi dibawab UUPT yang hanya mengatur tentang merger dan akusisi bagi 

perseroan terhatas dan peraturan pemerintah merger dan akuisisi dibawah UU 

Anti Monopoli tidak hanya mengatur perseroan terbatas tetapi juga untuk hadan 

usaha lain seperti CV, koperasiR&. 

Pada tanggal 13 Mei 2009, KPPU mengcluarkan Peraturan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha No. Tahun 2009, tentang Pra-Notifikasi 

Penggabungan, Peleburan dan Pengambllalrhan (Peraturan KPPU 1/2009). Jika 

mellhat kepada pasal 2 Peraturan KPPU l/2009, peraturan tersebut berrnaksud 

untuk memberikan pedoman bagi KPPU selama peraturan pemerintah mengenai 

merger dan akuisisi belum selesai dalam mencegah praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat dengan cara~cara merger dan akuisisi<W. Selain hal 

tersebut menjembatani implementasi ketentuan pasal 29 ayat 2 yang sejatinya 

mengatur tentang penetapan nilai aset yang harus dituangkan dalam peraturan 

pemerintah pemerintah" Peraturan KPPU l/2009 tersebut tidak bersifat mandatory 

(mengikat pelaku usaha)90 karena pemberitahuan oleh pelaku usaha kepada KPPU 

bukan suatu kewajiban dan hasil pemeriksaan dari KPPU tidak mengikat pelaku 

usaha. Peraturan pemerintah mengenai merger dan akuisisi tersebut akan dibuat 

~; Merger dan Akuistsi Diatur dalam Dtlil PP, Bcrila. Hukmnonlinc.corn. 
~Hp:l/hukmliOtlline.com/dclaiLasp?id""20693&cl"'-BCdla. diakses t.anggai.J Jnli 2009_ 
""lb-id. 
~·; KPPU, Peraltlrao Komisi Pengawns Pcrsaingan Usaha Nomor I Tahnn 2009 tertanggal 13 Mei 
zmw. Pasal 2; (n) mcnjaga kepentmg:m umum dan meningkatkan efisiensi ckonom( nasional 
sebagni sahth satu upayn unluk mcningkalkan kesejali!craan rakyat; (b) mcnjamin adanya 
kepaslian hukum bagi pciaktl usahn yang hendal mdakuan penggabun~n, peleburm1 dan 
pengambmlih.an~ (c) mcnccgah prnktek monopoli dan :mw pers.1ingan uSflha lidak sehm ynng 
ditimbulkan o!eh pelaku usalta mc-latui penggnbungan. pclcbtutln dan pcngambilalihan.. 
91

' Ibid. Piisa! 3 dan Pasal -t 
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dalam dua peraturan pemerintah. yairu peraturan pemerintah mengenai merger 

dan akuisisi untuk perseroan terbatas berdasarkan UUPT dan peraturan 

pemerintah mengenai merger untuk badan usaha yang lebih luas berdasarkan UU 

Anti Monopoli91 Dan saat ini dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha oleh 

KPPU iermasuk (konsoJidasi perbankan) khususnya mengenai merger dan akuisisi 

akan dilakukan KPPll dengan berpedoman kepada Peraturan KPPU 112009. 

91 Merger dan AJmisisi Dialur dalam Dua PP. Loc.CiL 
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BAB4 
PENERAPAN KEPEMIJ ,IKAN TUNGGAL PERBANKAN BERKAITAN 

DENGAN KETENTUAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN 
PENGAMBILALIHAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 

4.1. AKUISISI OLEH BANK HOLDING CO:v!PANY MENURUT 

PERATURAN BANK INDONESIA 8/16/PBI/2006 DAN PERATURAN 

PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1999 

Sebagaimana telah dikemukakan dalam rli muka, salah satu opsi yang dapat 

dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) apabila ternyata menjadi PSP 

di lebih dari 1 bank adalah membentuk BHC (Bank Holding Company) atau 

Perusahaan lnduk di Bidang Perbankan. BHC yang dibentuk dapat (I) berupa 

suatu badan hukum baru yang clidirikan sebagai BHC; atau (2) menunjuk salah 

satu bank yang dimiliki atau dikendalikan menjadi BHC. 

Dalam proses pembentukan BHC tersebut untuk melakukan 

pengamb!i!alihan kepemilikan saham dari PSP oJeh BHS sebagai pemegang 

saham atas bank-bank yang dikendalikan dan dimitikinya, PBI SPP mengatur 

bahwa proses pengalihan saham tersebut dikecualikan dari ketentuan yang 

mengatur tentang Akuisisi Bank Umum dan Pembelian Saham Bank Umum. lial 

ini tentunya rnenjadi persoalan, karena UU Perbankan Pasal 28 ayat 2 

mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah, ketentuan dalam UU Perbankan tersebut 

sangat je!as dan terang bahwa pengaturan untuk pe!aksanaan merger, konso!idasi 

dan akuisisi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerinlah. Sehingga bagaimana 

konsekuensi hukum atas ketentuan yang mengatur tentang akuisisi yang 

dilakukan oleh BHC dalam PBI SPP? 

4. l.l. Ketentuan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dan Ketcntuan 

Pembelian Saharn Bank. 
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Dalam industri perbankan, pengaturan lebih lanjut mengena1 merger, 

konsolidasi dan akuisisi diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan yaitu92 : 

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun t999 tentang Merger. Konsolid:~si dan 

Akuisisi Bank, 

2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembdian Saham Bank 

Umum; 

3. Surat Keputusan Direksl Bank Indonesia No. 32/50/KEPIDJR tanggal 14 Mei 

I999tentang Pembelian Saham Bank Umum; 

4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 

1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi 

Bank Umum; 

5. Sural Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR tanggai 14 Mei 

1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi 

Bank Perkredltan Rakyat 

Selain peraturan khusus bank, juga tunduk dengan ketentuan terkait yaitu antara 

lain UUPT khususnya ketentuan Bab VII! (Pasal 122-137) dan UU Anti Monopoli 

khususnya baglan keempat (Pasal28-29). 

Jika me[ihat kedalam UU Bl, terdapat ketentuan bahwa Peraturan Bank 

Indonesia adalah peraturan Bank Indonesia yang rnerupakan ketentuan hukum 

yang ditetapkan oleh Bank indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan 

dimuat dalam Lembaran Negara Indonesia, dengan demikian PBI SPP merupakan 

salah satu Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dari 

regulasi-regulasi mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi serta ketentuan 

pembellan saharn bank umum yang ada tersebut, maka dapat ditarik suatu 

pemahaman bahwa yang dikecualikan oleh PBI SPP tersebut adalah Peraturan 

Pemerintah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. Selanjutnya timbul 

penanyaan: Peraturan Bank Indonesia mengecualikan ketenruan Peraturan 

Pemerintah? 

,.; KurunJ<mlngtuti. Loc CiL hal. 90. 
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Untuk menelaah hal tersebut, tidak bisa dilepaskan tentang peraturan~ 

peraturan t~E:rkait yaitu UU BI yang antara lain mengatur status, kedudukan tugas 

dan fungsi berikut kewenangan Bank Indonesia, dan peraturan perundangan yang 

mengatur tentang pembuatan dan tata urutan perundangan di Indonesia, yaitu 

Undang~Unrlang Nomor lO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundangan (UU No. 10 Tahun 2004) 

Dalam Penjelssan UU Bl paragraf keclua belas dan ketiga belas dijelaskan 

bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia 

sebagai Bank Sentral harus mandiri. bebas dari campur tangan pemerintah dan 

pihak lainnya, serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. 

Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga Negara yang independen berada 

diluar pemerintaban sebagaimana ditetapkan dalam UU BL Independensi ini 

membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Ba.ok Indonesia mempunyai 

kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan 

pelaksanaan Undang~Undang dan menjangkau seiuruh bangsa dan negara 

Indoensia. Dengan demikian, Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang 

independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian 

sanksi admininistratlf'3" Selanjutnya pada Pasal 1 ayat 8 UU BI mengatur 

ketentuan bahwa Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang <uau badan dan dimuat 

dalam Lembaran Negam Republik Indonesia. Dart penjelasan mengenai 

kedudukan hukum Bank Indonesia tersebut dan dasar dikeluarkannya Peraturan 

Bank Indonesia, maka Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesa adalah peraturan yang mempakan pelaksanaan Cndang-Undang yang 

berlaku seluruh bangsa Indonesia. 

UU No. 10 Tafmn 2004 secara pokok mengatur tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan yaltu rncngenai proses pembuatan peraturan 

perundang~undangan mulai dar! perencanaan persiapan, teknin penyusunan, 

perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyeb~,rluasan. UU 

'IJ Indonesia. Undang·Undang Republik fndonesia Bank Indonesia. UU No. 2J Talmn 1999, 
Lcmbar:m Ncgara Rcpublik Indonesia Tabun 1999 Nom or 66. 
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No. lO Tahun 2004 secara khusus mengatur tentang jenis dan hierarki Peraturan 

Per.mrlang-undangan ya.itu dt:: lam Pasal 7 yang terdiri sebagai berikut: 

I. Undang,Undang Dasar Negera Repuhlik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang!Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang~ 

3. Peraturan Pemerintah, 

4. Peraturan Presiden; 

5. Peraturan Daerah; 

Dari hirarki tersebut terlihat ururan secara jelas dari peraturan perundangan yang 

paling tinggi berturut-turut ke peraturan perundangan yang lebih rendah. 

Peraturan pemerlntah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 10 

Tahun 2004, adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden 

untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, yang selanjutnya 

dalam Pasal 10 diatur bahwa materi Peraturan Pemerintah berisi materi untuk 

menjalankan Undang~Undang sebagaimana rnestinya. 

Dari uraian tersebut diatas, maka terdapat beberapa catatan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Per;Huran Pemerintah merupakan peraturan yang diatur dalarn Undang

Undang (UU 10 Tabun 2004} yang merupakan peraturan pelaksanaan dari 

ketentuan suatu Undang-undang (Pasal I ayat (5) dan Pasal 10 UU 10 Tahun 

2004); 

2, Peraturan Pemerintah dikeluarkan oleh Pernerintah Indonesia dalam hal ini 

Presiden, yang merupakan salah satu lembaga negara; 

3. Peraturan Bank Indonesia merupakan ketentuan hukum yang merupakan 

peraturan pelaksana dari undang~undang (Penjelasan UU 81); 

4. Peraturan Bank Indonesia dikeluarkaoiditerbitkan oleh Bank Indonesia yang 

merupakan lembaga n~garn (Bank Sentrat) sebagaimana diatur dalam (UUD 

1945 Pasal 23D dan UU BI Pasal 4 ayat (I)); 

5. Peraturan Bank Indonesia tidak terdapat dalam jenis peraturan perundangan 

yang diatur dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur 

dalant UU No. 10 Tahun 2004. 
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Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat asas-asas yang 

menjadi tiJsar pembuatan peraturan perundang-undangan. sebagaimana diadopsl 

beberapa asas dan diatur dalam Pasal 5 UU 10 Tahun 2004
94

, yaitu: 

a_ Kejelasan tujuan; 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

d _ Dapat dilaksanakan; 

Oari asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat dalam UU 10 

Tahun 2004, bahwa Peraturan Bank Indonesia dibuat oleh lembaga yang memang 

diamanatkan oleh undang-undang (UliBI). Sehingga Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Bank Indonesia, sama-sama merupakan ketentuan hukum yang dibuat 

oleb lembaga negara berdasarkan undang-undang sebagai pe1aksanaan dari 

undang-undang. 

Peraturan Bank Indonesia tidak diatur dan berasal dari UU 10 Tahun 2004, 

namur1 Peraturan Bank Indonesia diatur khusus dalam UU Bl, yang memiliki 

kekhususan yang diberikan oleh undang-undang (UU Bl), khususnya mengatur 

tentang pelaksa:naan undang-undang dibidang pcrbankan. Hal ini pun sejalan 

dengan UU Perbankan dimana fungsi pengaturan dan pengawasan bank-bank 

merupakan kewenangan Bank Indonesia., dengan demikian maka Peraturan Bank 

Indonesia . 

Dari uraian diatas penults berpendapat meskipun Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Bank Indonesia samausama merupakan peraturan perundangan yang 

diatur dan berdasarkan undang-undang yaitu yang pertama berdasarkan UU No. 

91 Kusumaningtn!L Op.Cit. hal. ·lb. Van dcr Vlics scbagahmma diku!lp oleh A. Hnmid S 
At!lunimi (dalnm Pcraruu1 Kepurnsan Prcsiden Rcpublik fndonesia Penyelcnggaman Pemerimahan 
Ncgara. Disen:asi Fakultas Pascasarjana. Universiras: Indonesia, Jakarta. 1990), tcrdiri dari asas 
fonnaJ dan ns.1s materiaL Asas~asas fom1al meJipU!l: · (<1) asas !ujuan 1clas (het beginsel mn 
duideijke doelstel!ing); (b) asas lembaga yang repal (her beginselwm /tel jui.we m'gtJrm). (c) asas 
pcriun)'a pengaturnn (he! nomlmkeli.fkheid beginsel); (d} asas dapat dilaksanakan (luu beguiS!:I van 
uitvocrbaarheid); (e) asas konscnsus (het beginsel wm de concensux}. Asas-asas nmlcrial 
meiiputi: (t!) asas kcjelasan tcrminologi dan sis!cmntika (her begin<:!!/ 1ym de dnidl!lijke 
terminologie en de duidelijke syslemaliek): (b) aS<Js bAhwa peramrau pcnmdangan nmdah dikcnah 
(/Jet be.ginselvm1 den kenbanrheid); (c) asas pcrsamaan (/;e£ redtts gelijkhr!tds beginsefy; (d) asas 
kcpas\ian lm1"l:Hll (heJ rechtszekcrheid~· beginsel): (e) asas pclaksanaan hukum scsoai dengan 
kc.adann individual {hel he.gin.;-c/ van de individuele rer::hrsbedeling) 
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JO Ta!mn 2004 dan yang kedua adalah berdasarkan UUBI, namun demikian tidak 

berarti Peraturan Bank Indonesia (dalam hai ini PBI SPP) dapat mengecualikan 

atau mengesampingkan Peraturan Pemerintah (PP 28 Tahun 1999 tentang merger, 

konsolidasi dan akuisisi bank) dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Hal tni merupakan konsistensi dari tata urutan peraturan perundangan 

yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tersebut dimana dengan 

adanya hirarki peraturan perundangan, maka peraturan yang lebih tinggi 

menjadl acuan dan dasar dari peraturan yang lebih rendah dan sebaliknya 

maka peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan yang !ebih tinggi, dalam asas hukum hal ini dikenal dengan 

"lex iJ!feriori derogal legi a posterior/", Van der Vlies I. C, 

mengemukakan bahwa suatu regulasi perlu memperhatikan asas-asas 

pembentukan peraturan yang baik95
. Sehlngga yang dapat menggantikan, 

mengecualikan atau mencabut peraturan pemerintah adalah setidaknya 

adalah peraturan pemerintah atau peraturan perundangan yang Iebih 

tinggi. 

b. UU Perllankan telah dengan tegas dan jelas pada Pasal 28 ayat (2) 

mengatur bahwa tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank 

ditetapkan dan diatur dalam peraturan pemerintah. · Konsekuens.i 

hukumnya adalah aturan merger, konsolidasi dan akusisi bank dilakukan 

berdasarkan peraturan pemeriotah, dan PBI sebagai aturan hukum 

pelaksana undang-uodang dapat mengatur lebih khu~ms bukan 

mengesampingkan ketentuan dari undang-undang. 

c. PP 28 Tahun 1999 mengatur tentang semangat untuk memperhatikan 

hukum persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan merger, 

konsolidasi dan akusisi bank sehingga aspek hukum persaingan usaha 

terjaga, 

Dari beberapa catatan tersebut, dapat diiihat bahwa, PP 28 Tahun 1999 telah 

mengatur tentang merger, konsolidasi dan akuisi~l bagi bank, dan juga sekaligus 

pengaturan ters:ebut memperhatikan aspek hukum persaingan yaitu dengan 

-------
'5) Knsumaningluti, Op.Cit., tml. 52. 
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kewajiban bagi bank yang akan melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi untuk 

memperhatikan aspek pcrsaingan usaha. Adanya ketentuan dalam PBI SPP 

khususnya teotang dikecualikan aturan meger, konsolidasi dan akuisisi serta 

pembelian saitam bank umum dalam melakukan akuisisi dalam pendirian BHC, 

akan menimbu!kan permasalahan dalam implementasinya, karena tidak sinkron 

dengan UU Perbankan dan PP No. 28 Tahun 1999, dimana PP No_ 28 Tahun t999 

rnerupakan aturnn yang ditetapkan oleh undang-undang. yaug seharusnya menjadi 

payung bukum daiam pelaksanaan merger dan akuisisi di lndustri perbankan. 

4.1.2. Perusaltaan lnduk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) 

Telah dikemukakan pada Bab U mengenai BHC, ada[ah suatu bentuk badan 

hukum baru yang diatur dalam PBi SPP sebagai salah satu opsi umuk 

melaksanakan ketentuan Kepemi!ikan Tunggal Perbankan di Indonesia. Dalam 

Pasal 5 ayat 1 PBI SPP mengatur bahwa BHC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1) huruf c, harus merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas, 

sehingga konsekuensi yuridisnya adalah pembentukan BHC harus tunduk dalam 

UUPT. Selanjutnya dalam PBI SPP Pasal 5 ayat (2) mengatur BHC dilarang 

melakukan kegtatan usaha seiain menjadi pemegang saham. Dari konsekuensi 

mendurlukan BHC dalam suatu badan usaha yang tundak kepada peratman 

UUPT, maka jika ditinjau dari Pasal J ayat (1) UU PT dan dalam pasal 2 UUPT 

dikatakan perseroan terbatas harus mempuyai maksud dan tujuan sert.a kegiatan 

usaha, kelentuan PBI SPP tersebut menjadi t[dak sinkron karena dalam UUPT 

diatur bahwa perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha sedangkan dalam PBl 

SPP tersebut justru BHC dilarang melakukan kegiatan usaha. Jika melihat ke 

negara Amerika Serikat, maka sejak tahun 1956 di Amerika, BHC diatur dalam 

suatu undang-undang tersendiri yang khusus mengatur suatu holding company 

yang mengendalikan bank-bank96 Dalam L;V Perbankan, bank yang dikenal 

dalam perbankan Indonesia adalah Bank Umum dan Bank Perkrerlitan Rakyat, 

dimana keduanya melakukan usaha dibidang perbankan. Terminologi BHC dalam 

UU Perbankan tidak dikenal. 

96 Bank Holding Comp.1ny Acl 1956, Loc.Cit 
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Hal tersebut menjadi suatu hal yang krusial, salah satunya karena di 

Indonesia terdapat 4 bank pcmerintah (Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia 

1946, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara) dengan ukuran yang 

sangat besar yang dimiliki oleh Negara sebagai PSP. Apabila opsi BHC yang akan 

diambil, hal ini akan sangat rumit dalam implementasinya karena UUPT belum 

mencakup pengaturan tentang perseroan terbatas yang merupakan perusahaan 

induk (holding company) di bidang perbankan dan jika kemudian sa!ah satu bank 

tersebut menjadi BHC, BHC tersebut tidak memiliki payung hukum dalam 

melakukan pembentukan badan hukumnya maupun dalam melakukan akuisisi 

saham PSP karena ketentuan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi dan 

pembelian saham bank sebagaimana diuraikan diatas telah dikecualikan oleh PBI 

SPP untuk pelaksanaan akuisisi oleh BHC. 

Berkaitan dengan BHC alam UU Anti Monopoli tidak secara eksplisit 

mengatur tentang suatu perusahaan induk (holding company), tetapi terdapat hal

hal yang berkaitan dengan kondisi dari suatu holding company berkaitan 

kepemilikan saham khususnya yang dapat berdampak kepada praktek monopoli 

dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana terkandung daiam beberapa 

aturan dalam UU Anti Monopoli tersebut yaitu dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 

29. Dari pengertian-pengertian mengenai holding company, maka aturan yang 

kental dan memiliki relevansi dengan perusahaan induk (holding company) yang 

perlu dicermati, tanpa mengesampingkan pasal lain, adalah Pasal 27 UU Anti 

Monopoli, yaitu larangan menjadi pemegang saham mayoritas pada beberapa 

perusahaan sejenis yang mengakibatkan pelaku usaha menguasai lebih dari 50% 

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dengan aturan tersebut maka, 

opsi BHC dalam pelaksanaan Kepemilikan Tunggal Perbankan berpotensi 

melanggar ketentuan UU Anti Monopoli, manakala penguasaan saham mayoritas 

pada beberapa bank berakibat penguasaan pasar masuk kedalam kategori 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tersebut. 

4.2. ALTERNATIF MERGER DAN KONSOLIDASI PERBANKAN DAN 

PEMBENTUKAN BHC MENURUT UU ANTI MONO POLl 
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Dalam UU Anti MonopoH, aspek merger dan konsolidasi merupakan bagian 

yang penting dalam menjaga agar tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan 

usaha yang tidak sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan 

Pasal 29, yang bahkan untuk itu UU Anti Monopoli mengamanatkan penuangan 

dalam Peraturan Pemerintah khususnya untuk Pasal 29 UU Anti Monopoli 

Dalam penerapan opsi merger pada pelaksanaan Kepemilikan Tunggaf 

Perbankan, telah tersedia perangkat peraturan perundangan mengenai merger, 

konsolidasi dan akus!si bag! bank (lihat subbab 4.1.1. Bab ini), namun dem!kian 

ditinjau dari UU Anti Monop9li khususnya ketentuan mengenai penggabungan, 

peleburan dan pengambilaliha (pasal 28 dan 29), dari basil penelurusan literatur, 

terdapat fakta bahwa peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UU 

Anti MonopoH khususnya berkaitan penggabungan, peleburan dan 

pengambilalihan belum tersedia97
. 

Sementara belum diterbitkan peraturan pemerintah met1genai penggabungan. 

peleburan dan pengambilalihan, sebagaimana dikemukakan dalam Bab Ill, KPPU 

pada tanggal l3 Mei 2009, telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, 

Peleburan dan Pengambilalihar. (Peraturan KPPU 1/2009). Peraturan tersebut 

memuat ketentuan umum, tujuan, batasan nilai, penilaian awal, penilaian akhir, 

hasil penilaian dan ketentuan penutup, yang pada substansinya adalah mengatur 

agar tidak terjadi potensi praktek monopoli dan persaingan usaba tidak sebat 

sehubungan dengan rencana petiggabungan, peleburan dan pengambi!a!ihan. Dari 

substansi yang ada dalam Peraturan KPPU 1/2009 tersebut, akan sangat jelas 

merupakan perwujudan dari KPPU untuk mengimplementasikan ketentuan 

merger, konso!idasi dan akuisisi dalam hukum persaingan usaha khususnya 

ketentuan pasal28 dan 29 U"U Anti Monopoli. 

97 Rcncann Merger dan Aknisisi Wnjib dilaporlvm ke KPPU, Hukumonlinc.com. 
http:/lhu]::.umQnlinc.com/dctaiLasp?id""'214-Q4&c)"'Bcrita. diakses .f Julf 2009:" ... Scjatinya KPPU 
mcnunggu terbitnya Pcl(lturan Pemerimah (PP) tcntang Merger dan Akuisisi. Nmnun. namun 
hingga akhir pcriodc kcpcmimpinan SBY-JK. PP tcrscbut tak kunjung mmpung Saat ini PP 
Mcrgcrffim Akuisisi masih di bahas dl Oepartemen Hukum dan HAM ... dan sctcrus.nya'' 
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Dengan kondisi peraturan pelaksanaan Pasal 29 UU Ant] Monopoli yang 

belum diterbitkan khususnya peraturan pernerintah mengenai merger dan akusisi, 

scrta Peraturan KPPU 1/2009 yang tidak bersifat mandatory bagl pelaku usaha, 

menu rut hem at penulis, akan masih lebih baik jika Peraturan Kl;;PU l/2009 uapat 

dijadikan ac:uan bagi pelaku apabila akan membuat perencanaan untuk 

melaksanakan apsi kedua (merger atau konsolidasi) khususnya atas bank-bank 

yang dikeu.dalikan oleh PSP yang sama, dalam r<1ngka penerapan ketcntuan 

Kepemilikao 1uoggal Perbankan. 

Mengapa dljadikan acuan? Dalam Peraturan KPPU l/2009, juga mengatur 

secara khusus untuk industri jasa kcuangan (bank dan non-bank) tentang batasan 

nilai hasil merger sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Peraturan KPPU 1/200998
, 

hal ini sejalan dengan permintaan yang pemah disampaikan oleh Bank Indonesia 

untuk merninta agar merger dan akuisisi pada lembaga keuangan dan perbankan 

tldak disarnakan dengan lndustri biasa dan manufaktu.'9. Selain itu juga karena 

dilihat dari tujuan Peraturan KPPU 1/2009 adalah untuk; 

l. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

2_ Menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang hendak 

melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; 

3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh petaku usaha meialui penggabungan, peleburan dan 

pengambilalihan; 

4. Tercipranya efetifitas dan eflsiensi data keglatan usaha. 

Se!ain alasan tersebut, maka pertimbangan lainnya ada!ah jika nantinya 

per11turan pemerintah mengenai merger dan akusisi- berkaitan dengan UU Anti 

Monopo!i te!ah terbit, diharapkan diharapkan tidak akan lerlalu bersifat perubahan 

w Pcraturan Komisi Pcngaw<~s Persaingan Usaha No. l Tahun 2009, Pasal 3 O)'<lt (2)· Khusus 
untuk industri jtlsa kcut~ngnn (bank cLw non~bank) berlaku ketentua:n scbagai bcrikol: (A) mlai aset 
badan usaha hasH penggt~bungan atau pclcburan melebihi Rp.lO.otlo.oOO.OOO.OOO,~ (sepulult trilhm 
rupmh): atau (b) nilai pcnjuatan (omY,Cl) badan usaha hasil penggabungan »tau pclcburnn mclcbihi 
Rp 15.000.000.000.000.- {lirna bclas trilimt); atau {c) mengakibatk:m penguasaan pangsa pasar 
lcbih dari 500A. (lmm pulub persen} pada pll.ngS<J pasar bersangkutnn. 

wlbid 
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yang material dan substansi terhadap struktur perusahaan hasil merger, karena 

draft peraturan pemerintah tentang merger dan akuisisi juga melibatkan KPPU,. 

Dalam praktek dalam kegiatan perekonomian, pelaku usaha (perusahaan) 

melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi dengan latar belakang antara lair. 100
: 

(1) penetrasi ke dalam segmen pasar sehingga pasar menjadi lebih besar a tau 

memperoleh bidang usaha yang baru dengan biaya yang lebih murah; dan (2) 

Menghapus atsu mengurangi persaingan usaha atau dengan kata lain menghambat 

persaingan. Keadaan tersebut dapat menjadi praktek monopoli atau persaingan 

usaha yang tidak sehat, sehingga peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan 

ketentuan UU Anti Monopoli tentang merger, konsolidasi dan akuisisi adalah 

sangat penting. Agar baik pemerintah maupun pelaku usaha mempuyani standar 

ukuran mengenai pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi yang mendorong 

kegiatan usaha dalam kondisi persaingan usaha yang sehat. 

Selain berdasarkan kondisi dalam kegiatan perekonomian, pent~ngnya untuk 

memperhatikan aspek persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan merger, 

konsolidasi dan akuisisi, ditekankan oleh UU PT sebagaimana diatur dalam pasal 

126 ayat (1) Perbuaran hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan a tau 

Pemisahaan wajib memperhatikan kepentingan: 

a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; 

b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan 

c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha 

Selanjutnya dalam penjelasan umum UUPT juga dinyatakan: 

"Untuk mencegah te1jadinya persaingan usaha yang tidak sehat akbiat 

menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi 

serta sejauh mungkin mencegah monopoli dan monopsoni dalam segala 

bentuknya yang merugikan ma.\)Ytrakal, maka dalam undang-undang ini 

diatur pula per5yaratan dan tala cam untuk melakukan penggahungan, 

pe/eburan dan pengambilalihan" 

1,.,, Rachmadi Usman. Dimensi Hukum Pemsahcmn Pcrseroan Tcrb;Has. (Bandung: PT. Alumni, 
200-1-). lwl. 205. 
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Oernikian pula di dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 27 

Tahun 1998 juga mengatur semangat yang sama dalam mengatur persaingan 

usaha yaitu ayat (1): Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat 

dilakukan dengan memperhatikan: 

a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas. dan karyawan 

perseroan yang bersangkutan; 

b. Kepentingan masyarakat dan pers<1mgan sehat dalam melakukan 

usaha. 

Bahkan dari PP 28 Talmn I 999 pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa bank dalam 

melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi harus memperhatikan persamgan 

usaha dalam menjalankan usaha dibidang perbankan. 

Dari beberapa peraturan perundangan tersebut tidaklah mengherankan 

mengapa merger, konsolidasi dan pengambilaiihan merupakan hal penting diatur 

dalam L'U Anti Monopoli termasukjuga penggabungan. 

Meskipun demikian, ketentuan opsi kedua (merger atau konsolidasi) dari 

PBI SPP, belumlah dapat dikatakan bertentangan dengan UU Anti Monopoli, 

karena masib harus diatur leblh lanjut dengan peraturan pemerintah sebagai 

pelaksanaan dari pasal 28 dan 29 Ut; Anti Monopoli dan melihat hasil konsultasi 

dengan KPPU sesuai Peraturan KPPU 1/2009, 

Ka:rena peraturan pemerintah belum tersebut belum terbit, Peraturan KPPU 

1/2009 yang memuat aruran-aturan mengenai ketentuan untuk berkonsultasl 

terlebih dahulu dengan KPPU sebelum melaksanakan merger atau konsolidasi 

tersebut sebaiknya diperhatikan oleh PSP dalam merencanakan atau melakukan 

merger atas bank·bank yang dimilikinya, sehingga PSP clapat dilakukan miligasi 

potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaba yang tidak sehat yang 

dilarang oleh UU Anti Monopoli. 

Selain itu altematif pembentukan BHC, memiliki reievansi dengan 

ketentuan dalam UU Anti Monopoli, yang meskipun tidak mengatur secara 

eksplisit tentang adanya suatu perusahaan induk (holdin;.; company} namun 
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memuat tentang pengaturan pemilikian sabam dengan karakteristik: sebagaimana 

perusahaan induk, yaitu pada Pasal 27 UU Anii Monopoli., yang mengatur 

larangan bagi pelaku usaha untuk merniliki saham mayoritas pada beberapa 

perusah.aan sejenis yang melakukan kegiatan usaha yang sama pada pHsar yang 

bers:angkutan yang sama, apahila hasil kepemilikan saham mayoritas tersebut 

akan mengakibatkan {I) ~tu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai 

lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; (2) dua atau tiga 

pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu 

jenis barang atau jasa tertentu .. Dari aturan tersebut maka pembentukan BHC 

mempunyai me!anggar ketentuan jika dari kepemitikan saham sebagai PSP masuk 

ke dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU Anti Monopoli. 

Untuk itu peraturan pemerintah mengenai merger dan ai.'llisisi yang 

diperintahkan dalam Pasal 29 Anti Monopoli, yang merupakan peraturan 

perundangan yang penting dalam pengaturan aspek merger dan akuisisi dalam 

persaingan usaha, seyogyanya haruslah merupakah suatu peraturan yang dapat 

rnencakup kegiatan usaha dalam cakupan yang luas termasuk juga industri 

keuangan yang sangat sepesifik karena berkaitan dengan pengelolaan dana 

masyarakat, sehingga suatu peraturan pemerintah yang akomodatif namun dapat 

memberikan kepastian hukum dalam perekonomian sangat dlharapkan, agar 

ongkos ekonorni yang harus ditanggung pelaku usaha dalam hal ini PSP untuk 

melakukan merger ataupun akuisisi dalam rangka penerapan ketentuan 

Kepemilikan Tunggal Perbankan pada akhir 2010 nantinya dapat efisien dan 

rasionaL 

Universitas Indonesia 

Kepemilikan Tunggal..., Andri Latif, FH UI, 2009



5.1. KESIMPULAN 

BABS 
KESIMPULAN DAN SARAN 

73 

5.1.1. AKUISIS! OLEH BANK HOLDING COMPANY MENURUT 

PERATURAN BANK INDONESIA 8/16/PB!/2006 DAN 

PERATURAN PEMERINTAH NO. 28TAHUN 1999 

Dengan ciikecualikan peraturan mengenai rneger dan akuislsi serta peraturan 

mengena! pembelian saham bank umum oleh Peraturan Bank Indonesia 

8116/PBJ/2006 (PBI SPP) dalam pendinan Bank Holding Company (BHC), 

penulis berpendapat meskipun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bank 

Indonesia sama-sama merupakan peraturan perundangan yang diatur dan 

berdasarkan undang-unclang yaitu yang pertama berdasarkan UU No. 10 Tahun 

2004 dan yang kedua ada!ah berdasarkan UUBI, Peraturan Bank Indonesia (dalam 

hal ini PBI SPP) tidak dapat mengecualikan atau mengesampingkan Peraturan 

Pemerintah (PP 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan aku[sisi bank) 

dalam pendirian BHC. 

PP 28 Tahun 1999 justru telah mengatur secara jefas dan tegas mengenai 

proses akuislsi dalam industri perbankan dengan semangat untuk memperhatikan 

hukum persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan merger, konsolidasi dan 

akusisi bank_ Dengan memperhatikan uraian kesimpulan di atas maka 

konsekuensi akuisisi dalam BHC dikecua!ikan dari PP 28 Tahun 1999 dan 

menjadi aneh dan mubazir, dan akan dapat rnenimbutkan persoal.an jika ketentuan 

tersebut diabaikan oleh BHC yang akan melakukan akuisisi. 

Selain hal tersebut, ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang melarang BHC 

melakukan kegiatan usaba, menimbu!kan konsekuensi yuridis bahwa ketentuan 

Pasal S ayat 2 PBI SPP tersebut tidak sinkron dengan UUPT karena dalam UUPT 

diatur bahwa perseroan terbatas melakukan kegiatan usaba sedangkan dalam PBI 

SPP tersebut justru BHC dllarang melakukan kegiatan usaha, 
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Di sisi lain penerapan opsi BHC, hal ini akan menimbuikan pennasalahan 

dalam lrnp!ementasinya karena UUPT belum mencakup pengaturan khusus 

tentang perseroan terbatas yang merupakan perusahaan induk {holding company), 

5.1.2. ALTERNATIF MERGER DAN KONSOLIDASI PERBANKAN DAN 

PEMBENTUKAN BHC MENU RUT UU ANTI MONOI'OLI 

Dari uraian pada bab sebelum dapat disimputkan ba:·~wa ketentuan ops! 

kedua (merger atau konsolidasi) dari PBI SPP, berpotensi untuk bertentangan 

dengan UU Anti Monopoli. karena pengaturan lebih lanjut mengenai merger, 

konsolidasi dan akuisisi berkaitan dengan persaingan usaha akan dituangkan 

dengan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari pasal 28 dan 29 UU Anti 

Monopoli dan mellhat basil konsultasi dengan KPPU se:suai Peraturan KPPU 

112009. 

Peraturan KPPU 1/2009 yang memuat aturan-aturan mengenai ketentuan 

untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan KPPU sebelum rnelaksanakan merger 

alau konsolidasi tersebut sebaiknya diperhatikan oleh PSP dalam merencanakan 

atau me!akukan merger atas bank-bank yang dimilikinya, sehingga PSP dapat 

dilakukan mitigasi potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaba 

yang tidak sehat yang dilarang oleb UU Anti Monopoli. 

Dalam UU Anti Monopoli berkaitan dengan alternatif pendirian BHC, 

memang tidak secara eksplisit terdapat aturan mengenal perusahaan induk 

(holding company), namun terdapat ketentuan yang secara sustansi berkaitan 

dengan BHC yaitu Pasal 27 UU Anti Monopoli. Dimana dari pengertian pasal 

lersebul maka pelaksanaan Kepemilikan Tunggal Perbankan khususnya alternatif 

pembentukan BHC berpotensi me!anggar ketentuan UU Anti Monopo!i, manaka!a 

penguasaan saham mayoritas pada beberapa bank herakibat penguasaan pasar 

masuk kedalam kategori sebagain'tarta dimaksud ketentuan tersebuL 

Oleh karena itu peraturan pemerintab mengenai merger dan akuisisi, yang 

merupakan hal penting dalam pengaturan aspek merger dan akuis·isi dahun 

persaingan usaha, seyogyanya haruslah merupakah suatu peraturan yang dapat 

mencakup kcgiaum usaha dalam cakupan yang luas termasuk juga industri 
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keuangan maupuan bentuk suatu perusahaan induk (hoJding company), yang 

sangat sepesifik karena berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat, sehingga 

suatu peraturan pemerintah yang akornodatif namun dapat memberikan kepastian 

hukum dalam perekonomian sangat diharapkan ar,ar ongkos ekonomi yang harus 

ditanggung pelaku usaha dalam hal ini PSP untuk melakukan merger ataupun 

ak1.!isisi dalam rangka !Jenerapan ketentuan Kepemilikan Tunggal Perbankan pada 

akhlr 2010 nantinya dapat efisien dan msional. Se!ain itu Pe-raturan Pemerimah 

tersebut agar juga dapat mengakomodir tentang pengaturan !ebih lanjut dari Pasa! 

27 UU AntiMonopoli, khususnya berkaitan dengan holding company. 

5.2. SARAN 

Atas hasil keslmpulan tersebut penulis menyarankan sebagai berikut: 

52.1. Agar Bank Indonesia dan/atau Pemerintah mengatur lebih lanjut 

mengenai ketentuan khusus Bank Holding Company, yang tidak saja 

mengatur mengenai kelembagaan dan fungsinya tetapi juga mengatur 

tentang proses penggabungan dan pengalihan saham baik BHC 

tersebut m.erupakan badan hukum berbentuk bank maupun non~bank. 

52.2. Peraturan pemerintah mengenai merger dan akuisisi sesuai perintah 

UU Anti Monopoli, yang komprihensif termasuk juga mencakup 

industri keuangan (perbankan) serta pembentukan BHC yang sejalan 

dengan semangat pengaturan persaingan usaha, sangat penting untuk 

segera diterbitkan, agar ongkos ekonomi yang harus ditanggung PSP 

untuk melakukan merger ataupun akuisisJ perbankan dalam rangka 

penernpan ketentuan Kepemilikan Tunggal Perbankan pada akhir 

2010 dapat efisien dan rasional, mengingat biaya merger arlalah tidak 

murah. 
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